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ABSTRAK 

AKUNT ABILAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI 
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORIT AS PELABUHAN KELAS 

IV KUMAI DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN KEPELABUHANAN 

Suzane Angelina Rittiauw suzane.ksopkumai{il,gmail.co1n 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 
Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran 
pemahaman dibalik mekanisme layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai. 
Berdasarkan manfaatnya, penclitian ini dilakukan secara mumi oleh peneliti, yaitu 
keingintahuan peneliti terhadap fokus aktifitas prosedural pemungutan, 
pengendalian internal, capaian sasar, serta kepatuhan pengelolaan PNBP dalam 
perspektif pelayanan kepelabuhan. Penelitian selanjutnya diharapkan menjadi 
sumbcr metode, teori, dan gagasan bagi penelitian selanjutnya terkait perbaikan 
pelayanan kcpclabuhan. Pendekatan metodologis penelitian ini adalah kualitatif, 
instrumen wawancara scbagai penggali data utama dalam menghasilkan gambaran 
dari infonnan tcrkait pennasalahan akuntabilitas PNBP pada ranah pclayanan 
kepelabuhan scbagai kontribusi intelektual 1nanajemen sektor publik pada thesis 
ini. Prosedur pemungutan PNBP di Kantor KSOP Kelas IV Kumai dilaksanakan 
secara transparan/ terbuka, efektif dan efisicn, pctugas yang profesional dan 
kompeten, bertanggungjawab, sederhana dan mudah, komunikatifdan responsif. 

Kata kunci: pelayanan kcpclabuhan, akuntabilitas, manajemen, proses, hasil 

" 
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ABSTRACT 

ACCOUNTABILITY OF NON-TAX ST ATE REVENUE (PNBP) AT 
KUMAI PORT AND AUTHORITIES OFFICE IV CLASS IN PORT 

SERVICES PERSPECTIVE 

Suzanc Angelina Rittiauw suzane.ksopkumai@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Tcrbuka 

Based on its purpose, this research is a descriptive study. In accordance with its 
objectives, this study seeks to get an overview understanding of the mechanism 
behind the State Revenue Service Tax (non-tax) on Port Harbour Office and Port 
Authority (KSOP) Class IV Kumai. Based on the benefits, the study was 
conducted purely by the researchers, the curiosity of researchers to focus on the 
collection of procedural activities, internal controls, achievements can serve, and 
compliance management of non-tax revenues in the perspective of port services. 
Further research is expected to be a source of methods, theories, and ideas for 
further research related to the improvement of port service. The methodological 
approach of this study is qualitative, interview instrument as an excavator main 
data to generate an overview of the problems related informants PNBP 
accountability in the realm of port services as an intellectual contribution of public 
sector 1nanage1nent in this thesis. The accountability of the PNBP collection of the 
Office of Port Harbaour and the Class IV Kumai Port Authority should be 
reflected in two major aspects of process and outcome. If the formulation of 
existing accountability mechanisms has not had a measurable impact. 

Keywords: service, port, accountability, management, process, outcome 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Dcskripsi Objek Penelitian 

I. Tugas dan Fungsi 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai adalah 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kcmenterian Pcrhubungan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

IV Kumai dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ku1nai mempunyai togas melaksanakan 

pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan 

pclayaran, koordinasi kcgiatan pcmcrintahan di pelabuhan serta pengaturan. 

pengendalian dan pcngawasan kegiatan kepelahuhanan pada pelabuhan 

yang diusahakan secara komersial. 

2. Susunan Organisasi 

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelahuhan Kelas IV 

Kumai, terdiri atas : 

a. Urusan Tata Usaha; 

h. Suhseksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapa!; 

c. Subseksi Kcsclamatan Bcrlayar, Penjagaan dan Patroli; 

d. Subseksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kcpclabuhanan. 

86 
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3. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas : 

a. Jasa Kepelabuhanan; 

b. Penerbitan surat izin kepelabuhanan; 

c. Jasa Kenavigasian; 

d. Penerimaan uang perkapalan dan kepelautan; 

e. Jasa Angkutan Laut; 

f. Denda administratif. 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai 

memiliki pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). Salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari 

Jasa Kepelabuhanan yaitu : 

a. Penerimaan Uang Jasa Kcpelabuhanan ( PUJK) yang terdiri dari: 

a) Jasa Labuh 

b) Jasa Tambat 

c) Jasa Barang 

d) Konscsi 

e) Kontribusi Pandu Tunda 

b. Jasa Angkutan Laut ( 1 % dari tarifjasa barang) 
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Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai untuk 

Periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 

1.121.690.681. Realisasi Pcndapatan untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2015 adalah sebesar Rp. 4.108.588.873 a tau mencapai 446,02 persen 

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 921.172.000. Realisasi 

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Dcsember 2016 adalah 

sebesar Rp. 5.537 .563.13 7 a tau mcncapai 78,66 pcrsen dari estimasi 

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 7.038.342.500. Sedangkan Realisasi 

pendapatan di tahun 2017 sampai dcngan bulan Dcscmbcr 2017 adalah scbcsar 

Rp.6.683.309.600. 

URAIAN TAHUN TARGET REALISASI 

Pendapatan Jasa 2014 898.313.050 1.121.690.681 

Pendapatan Jasa 2015 921.172.000 4.108.588.873 

Pendapatan Jasa 2016 7.038.342.500 5.537.563.137 

Pendapatan J asa 2017 8.505.475.000 6.683.309.600 

Tabel l 
Rincian Estimasi dan Rcalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 

IPNBP) 
Sumhcr Kantor Ksop Kelas JV Kumai 
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SC 

.JC, ... ... ... - I 
.'(J[l .'ill,' .'->! i ((,') 4 .'iJ l ~ 20lh 

•Target • Realisasi • % Capaian 

Dalam tabel I dapat dilihat antara target dan rcalisasi pada tahun 2014 

samapai dengan 2017, pada tahun 2016 dan tahun 2017 target Pcncrimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV Kumai tidak tercapai dikarenakan oleh beberapa faktor 

yaitu : 

a. Dalam mcncntukan I yang menctapkan target Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) untuk setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kantor 

pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Namun dalam penetapan 

target tidak mengacu kepada operasional masing- masing pelabuhan olch 

karena itu sering terjadi target yang ditetapkan terlalu tinggi. 

b. Faktor lain yang bisa mcmpcngaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

discbabkan oleh berkurangnya kunjungan kapal yang masuk ke 

pclabuhan kumai yang nantinya juga herimbas dengan berkurangnya 

logistik yang masuk kc kumai dan daerah sekitamya. 
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c. Faktor alam juga sangat berpengaruh dalam Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP). contohnya pada saat gclombang besar dan angin kencang 

otomatis ini juga mengganggu waktu berlayar kapal, bahkan bisa saja 

kapal tidak berangkat atau ditunda keberangkatannya. 
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KEPALA KANTOR KESYAllBANDARAN DAN 

OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KlJMAI 

URUSAN TAT A llSAHA 

SlJB SEKSI 
SlJB SEKSI SUB SEKSI LALU 

ST ATlJS HlJKlTM 
KFSELAMATAN LINT AS DAN 

DAN SERTIFIKASI 
BERLAYAR, ANLiKUTAN LAU'r DAN 

KAP AL 
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KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV 

Ku1nai 
(Sumber data Kantor KSOP Kelas IV Kumai) 
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B. Tcmuan Pcnclitian 

I. Prosedur Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Sebelum menguraikan hasil wawancara sebagai temuan mengena1 

prosedur pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di bawah akan 

dijclaskan tcrlcbih dahulu mckanismc dan proscdur, pcrsyaratan , dan biaya 

berdasarkan produk pelayanannya : 

a. Penerimaan Jasa Kepelabuhanan 

Sebelum pelayanan diberikan maka harus dipenuhi syaratnya terlebih 

dahulu yaitu kapal sudah memasukan surat pennohonan dan telah terbit 

Nota tagihan dari petugas pemungut PNBP. Adapun mekanisme yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Agen pelayaran/PBM/Pengguna Jasa mengajukan surat permohonan; 

2) Pctugas pcmungut PNBP meneliti surat permohonan dan memcriksa; 

3) Petugas pemungut PNBP menghitung total tagihan sekaligus membuat 

nota tagihan berdasarkan hasil perhitungan; 

4) Petugas pemungut PNBP 1ncnyerahkan nota tagihan kepada Bendahara 

Penerimal Pengelola PNBP; 

5) Bendahara Pcncrimal Pengelola PNBP 1nembuat billing sesuai nota 

tagihan mcnggunakan aplikasi SIMPON! dan menyerahkannya kepada 

Agen Pelayaranl PBM? Pengguna Jasa; 

6) Agen Pelayaran/ PBM/ Pengguna Jasa mclakukan penyetoran ke Bank 

Persepsi scsuai tagihan menggunakan kodc billing; 
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7) Agen Pelayaran/ PBM/ Pengguna Jasa menyerahkan bukti setoran 

kepada Bendahara Pcncrima/ Pengelola PNBP; 
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8) Bendahara Penerima/ Pengclola PNBP mernbuat kuitansi pembayaran 

PNBP berdasarkan bukti setoran dan nota tagihan; 

9) Bendahara Pencrima/ Pengelola PNBP menyerahkan kuitansi 

pembayaran PNBP kepada Agen Pelayaran/ PBM/ Pengguna Jasa. 

I 0) Agen Pclayaran/ PBM/ Pcngguna Jasa mclampirkan kuitansi 

pembayaran pada semua dokumen- dokumen kcgiatan yang akan di 

selesaikan atau yang akan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang. 

b. Penerimaan Jasa Angkutan Laut 

Sebelum pelayanan diberikan maka harus dipenuhi syaratnya terlebih 

dahulu yaitu kapal sudah memasukan surat perrnohonan dan telah terbit 

Nota tagihan dari petugas pemungut PNBP. Adapun mekanisme yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) PBM/Pengguna Jasa mcngajukan surat pcrmohonan; 

2) Petugas pemungut PNBP meneliti surat pcrmohonan dan mcmcriksa; 

3) Petugas pemungut PNBP menghitung total tagihan sekaligus membuat 

nota tagihan bcrdasarkan hasil perhitungan; 

4) Petugas pemungut PNBP menyerahkan nota tagihan kepada Bendahara 

Penerima/ Pengelola PNBP; 

5) Bcndahara Penerima/ Pengelola PNBP membuat billing sesua1 nota 

tagihan menggunakan aplikasi SIMPON! dan menyerahkannya kepada 

PBM/ Pengguna Jasa; 
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6) PBM/ Pcngguna Jasa mclakukan penyetoran ke Bank Persepsi sesuai 

tagihan menggunakan kode billing; 

7) PBM/ Pengguna Jasa menyerahkan bukti setoran kepada Bendahara 

Penerima/ Pengelola PN BP: 

8) Bendahara Penerima/ Pengelola PNBP membuat kuitansi pembayaran 

PNBP bcrdasarkan bukti sctoran dan nota tagihan; 

9) Bendahara Penerimal Pengclola PNBP mcnyerahkan kuitansi 

pembayaran PNBP kepada PBM/ Pengguna Jasa. 

I 0) Agen Pelayaran/ PBM/ Pengguna Jasa melampirkan kuitansi 

pembayaran pada semua dokumen~ dokumen kegiatan yang akan di 

sclesaikan atau yang akan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang. 
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Gambar di bawah ini menjelaskan secara singkat mengena1 alur 

pemunugutan PNBP di KSOP Kumai : 

ALUR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 
DI KANTOR KESY AHBANDAR DAN OTORIT AS PELABUHAN 

KELAS IV KUMAI 
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Selajutnya di bawah ini akan diuraikan mcngcnai Prinsip Pcmungutan 

PNBP sebagai temuan hasil wawancara 

a. Transparan!terbuka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai tentang Tata Cara Penerimaan dan 

Penyetoran PNBP pada Dirjen Perhubungan Laut tclah diatur dalam 

Peraturan Direktorat Jenderal Perhuhungan Laut Nomor HK 

103/2/14/DJPL-16. Bagaimana proses pemungutan PNBP di Kantor KSOP 

Kumai, diperoleh jawaban: 

"Proses pemungutan PNBP yaitu pengguna jasa kepelabuhanan 
mengajukan permohonan melalui surat ke Kantor KSOP Kumai untuk 
diagendakan dan di disposisi oleh kepala kantor , petugas pengelola 
PNBP membuat nota tagihan bcrdasarkan basil pemeriksaan dan 
menycrahkan kcpada pengguna jasa kepelabuhanan untuk diserahkan 
kepada bendahara penerimaan untuk dibuatkan billing sesuai dengan nota 
tagihan, pengguna jasa kepelabuhanan melakukan penyetoran ke bank 
pcrscpsi scsuai tagihan, pengguna jasa kepelabuhanan menyerahkan 
bukti kepada bendahara penerima untuk dibuatkan kuitansi sebagai bukti 
dari Kantor KSOP Kumai bahwa pengguna jasa sudah menyetorkan 
PNBP ke kas negara." (Kumai, 11Januari2018) 

Ketika pertanyaan yang sama peneliti ajukan kcpada Bendahara Penerimaan 

terkait masalah transparansi/keterbukaan diperoleh jawaban sebagai berikut: 

'"Pemhayaran PNBP sudah transparan. Karena pengguna jasa hanya 
membayar sesuai dengan print out hilling dari aplikasi simponi. Artinya 
tidak ada biaya lain yang dibayarkan selain nominal yang tertera pada 
billing. Dan pengguna jasa Jangsung membayamya ke bank pcrsepsi. Jadi 
tidak ada penerimaan uang tunai pada bendahara penerimaan." 
(Kumai, 11Januari2018) 

Peneliti menanyakan juga mengapa didalam pcmungutan PNBP, perlu 

dilakukan transparan atau keterbukaan, dari Kepala Kantor KSOP Kelas IV 

Kumai diperoleh jawaban sebagai berikut: 
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" Ya .... dalam penerimaan PNBP sangat dibutuhkan transparansi dalam 
pengelolaannya karena ini menyangkut keuangan dan butuh kepercayaan 
dari pengguna jasa kepelabuhanan sebagai wajib bayar schingga 
transparansi sangat diperlukan untuk menghindari sating curiga antara 
pihak pengelola dan pengguna jasa baik dari jenis kegiatan ataupun 
besaran tarifyang dibayarkan." (Kumai. 11 Januari 2018) 

Ketika pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada pengguna jasa/agen 

PT. HSL tcrkait masalah transparansi/ketcrbukaan dipcrolch jawaban 

sebagai berikut: 

"Menurut kami pihak kantor KSOP Kelas IV Kumai sudah sangat 
terbuka di dalam memungut PNBP. Kami sangat menghargai ha! ini, jadi 
ibarat lagu jangan ada dusta diantara kita. Jadi menurut kami sebagai 
pengguna jasa atau agen, keterbukaan memang sangat kami harapkan, 
sehingga tingkat kepercayaan kami terhadap pihak Kantor KSOP Kelas 
IV Kumai dalam hal pemungutan PNBP semakin tinggi, bahk.an dari 
pihak kantor Kantor KSOP Kelas IV Kumai disamping mensosialisaskan 
aturan yang ada kepada kami selaku pengguna jasa juga dibagikan 
fotocopy peraturan tentang besaran tarif yang berlaku di lingkungan 
DJPL atau Kantor KSOP Kelas IV Kumai." (Kwnai, 12 Januari 2018) 

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada pengguna jasa/agen 

PT. USDA terkait masalah transparansi/keterbukaan diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 

"Dengan hubungan baik antar pengguna jasa dengan petugas pengelola 
PNBP hampir dipastikan kami tidak 1nengalami hambatan dalam 
melakukan pembayaran disamping transparan atau keterbukaan dari 
pctugas pengelola PNBP kami juga sebagai pengguna jasa sangat 
memahami peraturan tentang jcnis dan besaran tarif yang akan kami 
bayarkan, dan rata-rata hampir setiap harinya ka1ni rnempunyai 
kegiatan." (Kurnai, 12 Januari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dan juga pengguna jasa/agen dapat dibangun proposisi minor sebagai 

berikut: 

··Prosedur pernungutan PNBP di Kantor KSOP Kelas IV Kumai 
dilaksanakan secara transpararu'terbuka sehingga pengguna jasa/agen 
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semakin percaya dan meningkatkan kcpatuhan dalam melaksanakan 
pcmbayaran terhadap kewajibannya." 

b. Efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahhandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kclas IV Kumai tcntang mekanisme pemungutan PNBP 

yang telah diatur pada Standar Operasional Prosedur Pemungutan PNBP. 

Bagaimana langkah untuk mewujudkan pemungutan PNBP yang efektif dan 

efisien, diperolehjawaban: 

"Langkah pertan1a yang kami lakukan yaitu mensosialisasikan aturan 
yang ada dan SOP atau prosedur kepada semua pengguna jasa dcngan 
harapan baik pengelola PNBP ataupun pengguna jasa sama-sama 
memahami aturan tentang penerimaan PNBP serta prosedur yang dibuat 
oleh Kantor KSOP Kelas IV Kumai sehingga memudahkan dalam 
pclaksanaan pcmungutan dan pengelolaan PNBP. Yaaaa .... karena dalam 
pengelolaan dan penerimaannya sudah dipandu oleh aturan yang ada dan 
ditambah dengan SOP yang berlaku di lingkungan Kantor KSOP Kumai, 
maka diharapkan terdapat pemahaman yang sama antara pengguna jasa 
dan pihak kantor KSOP Kumai dan tidak terjadi perdebatan di kemudian 
hari.'' (KumaL 11 Januari 2018) 

Ketika pertanyaan yang sama pcneliti ajukan kcpada Bcndahara Pcncrimaan 

terkait langkah untuk mcwujudkan pemungutan PNBP yang efektif dan 

efisien diperoleh jawaban sebagai berikut: 

·'Kami sih sudah bcrupaya untuk melayani pengguna jasa dengan cepat 
namun tetap sesuai dengan prosedur. Misalnya untuk pembayaran sudah 
kami permudah dengan menyediakan alat EDC (Electronic Data 
Capture). Tapi hanya beberapa pengguna jasa yang menggunakan alat 
tersebut karena mereka tidak memiliki saldo pada rekening sehingga 
mereka lebih memilih antri di bank dengan membayar tunai pada bank." 
(Kumai, 11Januari2018) 

Pada kesempatan yang sama, peneliti mcnanyakan juga apakah terdapat 

kendala dalam pemungutan PNBP yang etisien dan efektif. Diperolch 

jawaban sebagai bcrikut: 
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"Secara umum dari pihak KSOP Kumai tidak terdapat kendala. Namun 
mungkin bagi beberapa pcngguna jasa mengalami sedikit kendala yaitu 
pada saat hari libur dan kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari 
bahkan pada dini hari hanyak dari wajib bayar atau pengguna jasa yang 
tidak bisa membayar PNBP via ATM atau mesin EDC dikarenakan 
mcrcka tidak memiliki kartu debit tetapi hanya membawa uang tunai. 
Sedangkan Kantor KSOP Kelas IV Kumai tidak menerima pembayaran 
secara tunai. Namun bagi pengguna jasa yang menurut kami memiliki 
kredibilitas baik bisa diberikan kelonggaran yaitu diterbitkan dokumen 
berlayar terlebih dahulu dan menyctorkan PNBP pada hari kerja 
berikutnya" (Kumai. 11 Januari 2018) 

Ketika pertanyaan yang sama pencliti ajukan kepada pihak pengguna 

jasalagen PT. WUS terkait kendala dalam pemungutan yang efektif dan 

cfisicn diperolehjawaban yang disertai kemyitan kening, sehagai berikut: 

"hmmmm .... gimana ya.. kalau secara administrasi sudah oke laaah ... 
ada tapinya nih .. kalau kebetulan hari lihur kita mau bayar agak kesulitan 
karena biasanya kita membawa uang tunai sedangkan bank tutup dan 
sekarang pembayaran tidak bisa dilakukan secara tunai pada kantor 
KSOP Kumai. Jadi terpaksa harus menunggu hari kerja herikutnya untuk 
melakukan pembayaran:· (KumaL 12 Januari 2018) 

Untuk menentukan efektivitas pemungutan PNBP di KSOP Kumai, SP Siagian 

(2008:77) mcmberikan indikator-indikator yaitu (1) Kejelasan tujuan program; (2) 

Kejelasan startegi pencapaian tujuan progra1n; (3) perumusan kebijakan program 

yang mantap; (4) penyusunan program yang tepat; (5) Penyediaan sarana dan 

prasarana; (6) Efcktivitas opcrasional program; (7) Elektivitas fungsional 

program; (8) Efektivitas tujuan program; (9) Efektivitas sasaran progra1n; (I 0) 

Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan ( 11) Efektivitas 

unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program. Sementara itu, Pengertian 

cfisicnsi mcnurut Scdarmayanti (2011: 112) pada prinsipnya adalah pcrbandingan 

terbaik antara hasil yang diperoleh dengan kegiatan yang dilakukan. Bekerja 
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dengan efisicn adalah bekerja dengan gerakan, usaha, waktu dan keluhan yang 

sedikit mungkin. Dengan menggunakan cara kerja yang scderhana, penggunaan 

alat yang dapat membantu mempercepat pcnyelesaian tugas serta mcnghcmat 

gcrak dan tenaga, maka seseorang dapat dikatakan bekerja dengen efisien dan 

memperoleh hasil yang memuaskan. Bcrdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa indikator efisiensi adalah penggunaan cara kcrja yang 

scderhana, penggunaan alat yang dapat membantu mempercepat penyclesaian 

tugas serta menghemat gerak dan tcnaga. 

Bcrdasarkan basil wawancara dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dan pcngguna jasa atau agen dapat 

dibangun proposisi minor sebagai berikut: 

"Mckanisme pemungutan PNBP di Kantor KSOP Kelas IV Kumai 
dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan aturan dan Standar 
Operasional Proscdur, namun tcrdapat beberapa pengguna jasa/wajib 
bayar yang terkendala untuk melakukan pembayaran pada hari libur dan 
kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari bahkan pada dini hari.'' 

c. Profesional dan kompeten. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran 

dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai tentang pelayanan pcmungutan 

PNBP pada Kantor KSOP Kelas IV, apakah telah dilayani oleh petugas 

yang profesional dan kompeten, diperolehjawaban: 

"Begini .... Sebelum diangkat sebagai bendahara pener1maan, seorang 
bendahara penerima wajib mengikuti diklat kompetensi hendahara 
penerimaan dan memperoleh sertifikasi dari Kcmcntcrian Kcuangan. 
Saya sebagai Kepala Kantor KSOP Kumai, mengharuskan petugas 
pengelola PNBP untuk mengikuti diklaubimbingan teknis terkait 
penerimaan PNBP serta selalu 1nempclajari peraturan terkini tentang 
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PNBP itu sendiri. Sehingga bisa para petugas tersebut dapat melayani 
pcnggunajasa dengan profesional.'' (Kumai, 11 Januari 2018) 

Pada kesempatan yang sama, peneliti menanyakan juga sikap yang 

seharusnya dilakukan petugas dalam pelayanan yang profesional serta 

bagaimana upaya Kantor KSOP Kelas IV Kumai dalam mewujudkan 

pelayanan pemungutan PNBP yang profesional. Diperoleh jawaban scbagai 

berikut: 

"Dalarn rnelaksanakan tugas pemungutan PNBP harus dilayani dengan 
ramah dan sopan dalam bersikap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, 1nemberi pelayanan tepat waktu dan selalu mcningkatkan 
kompetensi dari petugas dan pengelola PNBP." (Kumai, 11Januari2018) 

Ketika pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Bendahara Penerimaan 

terkait pelayanan pemungutan PNBP yang profcsional dan kompctcn, 

diperolehjawaban sebagai berikut: 

"Menurut saya. pelayanan telah kami laksanakan secara profesional 
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tidak ada 
pengguna jasa yang kami istimewakan. Apabila dokumen pembayaran 
PNBP telah dilengkapi, maka akan segera kami proses. Semua pengguna 
jasa dilayani dengan baik. Sedangkan dari sisi kompetensi, kami yang 
ditugaskan sebagai pengelola PNBP telah dilatih melaui bimbingan 
teknis terkait peraturan yang berlaku." (Kumai, 11Januari2018) 

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada pihak penggunajasa/agen PT. 

HSL terkait pelayanan pemungutan PNBP yang profesional dan kompetcn, 

diperoleh jawaban sebagai berikut: 

"Kalau mcnurut saya secara pribadi ya ... petugas pengelola PNBP 
melaksanakan tugasnya sccara profcsional dan secara umum saya sehagai 
pengguna jasa tidak mengalami kcndala yang berarti ini juga karena 
didukung oleh hubungan kerja yang baik, karena petugas pengelola 
PNBP memposisikam kami sebagai mitra kerja." 
(Kumai, 12 Januari 2018) 
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Ketika pertanyaan yang sa1na peneliti ajukan kcpada pihak pengguna 

jasa/agen PT. USDA terkait pelayanan pemungutan PNBP yang profesional 

dan kompctcn, dcngan wajah tersenyum diperoleh jawaban sebagai berikut 

"Dalam melaksanakan pe1nbayaran PNBP kami tidak mengalami 
hambatan, karena kami scbagai pengguna jasa cukup memahami dari 
segi aturan maupun prosedur yang ada. Secara umum semuanya berjalan 
lancar, namun ada salah satu petugas pengelola PNBP kadang-kadang 
dalam memberikan pelayanan menurut saya kurang ramah. Seharusnya 
kami dilayani dengan senyuman, tapi ya ... mungkin dia lelah . .'' 
(Kumai, 12 Januari 2018) 

Sementara itu menurut Hutapca dan Thoha (2008:28) indikator 

kompetensi adalah Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan, dan Sikap. 

Artinya seorang pegawai KSOP Kumai dianggap mempunyai kompetensi 

jika memcnuhi tiga ha! tcrscbut. Pengetahuan akan bertambah jika 

dilakukan pendidikan dan pelatihan (diklat), seperti diklat bendahara, 

Bimtek Penerimaan Negara Bukan Pajak serta menyelenggarakan 

sosialisasi mcngcnai PNBP. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas JV Kumai dan pengguna jasa atau agen dapat 

dibangun proposisi minor sebagai bcrikut: 

"'Pelayanan pemungutan PNBP pada Kantor KSOP Kelas IV Kumai telah 
dilayani olch pctugas yang profcsional dan kompeten dengan selalu 
meningkatkan kompetensi para petugas dan pengelola PNBP. Dalam 
melaksanakan tugas, selaku pemungut harus melayani para pengguna 
jasa dengan ramah dan sopan demi kenyamanan bersama." 
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d. Bertanggung jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas lV Kumai tentang pertanggungjawaban PNBP, 

bagaimana bentuk pertanggungjawaban Bendahara Penerima terhadap 

pungutan PNBP pada Kantor KSOP Kelas IV Kumai, diperoleh jawaban: 

"Bendahara mclakukan pcmbukuan atau menatausahakan pcmungutan 
PNBP menggunakan aplikasi serta melaporkan basil laporan 
pertanggungjawaban hcndahara yang dihuat sctiap hulannya kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Kcpala Kantor KSOP Kclas IV 
Kumai." (Kumai, 11 Januari 2018) 

Pada kesempatan yang sama, peneliti menanyakan juga apakah pernah 

terjadi kesalahan/ketidakcocokan data tagihan PNBP dengan data pada 

dokumen kapal, serta bagaimana bentuk tanggung jawab pengelola PNBP 

untuk mengatasi kesalahan tersebut. Diperolehjawaban sebagai berik.ut: 

"Mcmang pernah terjadi kesalahan yang tidak disengaja oleh petugas 
kami. Terjadi salah penerbitan tagihan kepada pengguna jasa. Padahal 
dokumen yang dimiliki agen tersebut masih berlaku. Sedangkan agen 
tcrlanjur membayar berdasarkan tagihan yang sudah terbit. Atas 
kesalahan tersebut kami berrnohon kepada KPPN untuk dapat 
diperhitungkan atau dikurangkan pada penagihan berikutnya.'' 
(Kumai, 11Januari2018) 

Peneliti menanyakan kepada Bendahara Penerimaan, tentang 

pertanggungjawaban PNBP, bagaimana bentuk pertanggungjawaban 

Bendahara Penerima terhadap pemungutan PNBP pada Kantor KSOP Kelas 

IV Kumai, diperolehjawaban: 

"oh .... saya sebagai bendahara penerimaan melakukan tugas saya dengan 
pen uh rasa taggungj aw ab dengan melak.ukan pemungutan PNBP sesuai 
dengan bukti/nota tagihan dan juga menatausahakan pembukuan dan 
pelaporan dengan baik serta mclaporkan kepada kepala kantor secara 
rutin setiap bulannya.Tetapi biasanya saya juga melaporkan hasil 
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realisasi PNBP bulan berjalan pada saat ada rapat pegawai Kantor KSOP 
Kelas IV Kumai" (Kumai, 11 Januari 2018) 

Pada kesempatan yang sama, peneliti menanyakan JUga apakah pernah 

terjadi kesalahan/ketidakcocokan data tagihan PNBP dengan data pada 

dokwnen kapal, serta bagaimana bentuk tanggung jawab pengelola PNBP 

untuk mengatasi kesalahan tcrsebut. Diperoleh jawaban sebagai berikut: 

''Pernah juga katni salah... maklumlah manusiawi.... kan sertifikat 
kcsclamatan kapal ada batas waktunya jadi harus selalu diperpanjang 
dengan menyetorkan PNBP. Saat itu sebelum masa berlaku dokumen 
habis sudah kami terbitkan tagihan dan langsung dibayar oleh pengguna 
jasa. Pada saat final check baru diketahui bahwa sertifikat terscbut 1nasih 
berlaku. Nah ... untuk mcmpertanggungjawabkan kesalahan tersebut, 
kami melaporkan atau mengirim surat kepada KPPN yang diketahui oleh 
Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kumai agar dapat diakumulasikan pada 
pembayaran selanjutnya." (Kumai, 11Januari2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Kcsyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dapat dibangun proposisi 1ninor sebagai 

bcrikut: 

··Pemungutan PNBP rutin dipertanggungjawabkan setiap bulan atau 
kapanpun pada saat diperlukan. Kesalahan penagihan mungkin terjadi 
karena lemahnya sistem verifikasi data tagihan." 

e. Sederhana/mudah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pclabuhan Kclas IV Kumai tcntang 

kemudahan proses pemungutan PNBP, apakah sistem yang dijalankan saat 

ini sudah dirasa sederhana atau mudah, diperoleh jawaban: 

"Saya rasa dengan sistem pembayaran sekarang ini sangat memudahkan 
saya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dari penagihan yang 
diterbitkan secara aplikasi sampai pembayaran yang dilakukan dengan 
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sistern non cash sehingga meminimalisir selisih hitung uang tunai. 
Namun tcrkadang apabila terjadi gangguan jaringan internet maka 
pekerjaan saya akan terhambat. Karena sudah tidak diperbolehkan 
menagih dengan tagihan manual.'' (Kumai, 13 Januari 2018) 

Pcrtanyaan yang sama ditanyakan kepada PT. BS dan hagaimana harapan 

pengguna jasa agar proses pemungutan menjadi sederhana atau mudah, 

diperolehjawaban sebagai berikut: 

"Kalau saya sih sukanya langsung bayar tunai di kantor KSOP Kumai 
saja. Karena saya tidak perlu antri lagi ke bank. Kalau sistem sekarang 
ini ribct. (Kumai, 13 Januari 2018) 

Kemudian pertanyaan yang sama ditanyakan kepada PT. HSL, diperoleh 

jawaban sebagai herikut: 

"Saya rasa sistem pembayaran sekarang ini mudah untuk diikuti. Tetapi 
terkadang saat pimpinan kantor tidak ada di tempat, terpaksa kami 
menunggu lama proses tagihan. Karena berkas kami bisa diproses kalau 
sudah ada disposisi pimpinan. Jadi kalau bisa selain pimpinan ada orang 
lain yang bisa menggantikan sementara supaya berkas tetap bisa diproses 
walaupun pimpinan sedang diluar kantor." (Kumai, 13 Januari 2018) 

Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada PT. USDA, diperoleh jawaban 

sebagai berikut 

"Menurut saya tidak masalah sistem yang scpcrti sckarang ini dijalankan. 
Tctapi saya pemah mengalami saat jaringan internet gangguan. Aduh .. 
seharian saya menunggu lama sampai billing bisa dicetak. Seandainya 
bisa manual seperti dulu lagi pasti akan lebih gampang lagi." 
(Kumai, 13 Januari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai serta pengguna jasa dapat dibangun 

proposisi minor sebagai bcrikut: 

"Dari sisi administrasi pihak Kantor KSOP Kelas IV Kun1ai merasa 
dimudahkan dengan sistem yang dilaksanak.an sekarang. Namun bagi 
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para pengguna Jasa, sistem birokrasi yang kaku serta sistem 
pembayaran non tunai ini malah mcmpcrsulit mereka karena mereka 
harus menyediakan waktu khusus menunggu disposisi pimpinan dan 
kemudian harus antri di bank untuk menyetorkan PNBP.'' 

f. Komunikatif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai tentang komunikasi pihak Kantor 

KSOP Kumai dengan pengguna jasa tentang pcmungutan PNBP, bagaimana 

upaya pihak kantor agar 1nenjalin ko1nunikasi yang baik dengan pihak 

penggunajasa dalam ha! pemungutan PNBP, diperolehjawaban: 

·'Pihak kami sudah mensosialisasikan peraturan tentang PNBP kepada 
para pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan cara mengundang pengguna 
jasa untuk mengikuti sosialisasi di kantor KSOP Kelas IV Kumai 
sekaligus membagikan fotocopy peraturan PNBP tersebut. Pada acara 
tcrscbut dilakukan scsi tanya jawab tcrkait tata cara pemungutan PNBP 
sampai mereka mengerti dan jangan sampai terjadi kesalahpahaman 
dikemudian hari. Namun apabila masih ada yang belum mengerti. maka 
bisa dikonsultasikan langsung kepada petugas pengelola PNBP .'' 
(Kwnai, 13 Januari 2018) 

Peneliti menanyakan kepada pengguna jasa apakah pihak kantor KSOP 

Kelas IV Kumai tclah komunikatif dalam melayani. Dari PT. BS diperoleh 

jawaban: 

"Sudah cukup komunikatif. Saat saya perlu informasi saya bisa langsung 
bertanya kepada petugas pcngelola PNBP kemudian mereka menjelaskan 
kepada saya sampai saya mcngerti." (Kumai. 13 Januari 2018) 

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada PT. HSL, diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 
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'"Saya rasa 1nereka komunikatif. Mereka juga ramah. jika saya perlu 
informasi terkait PNBP mereka cukup tanggap membantu saya. Kalau 
menurut saya oke semua !ah ... " (Kumai, 13 Januari 2018) 

Kemudian pcncliti juga mcnanyakan pertanyaan yang sama kepada 

PT. WUS, diperolehjawaban sebagai berikut: 

''Mereka enak aja sih dibawa komunikasi tapi seandainya ada call center 
yang disediakan pihak kantor untuk rnenyampaikan keluhan atau saran 
maupun kritik akan lehih baik lagi." (KumaL 13 Januari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai serta pengguna jasa dapat dibangun 

proposisi minor sebagai berikut: 

''Pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai telah berupaya maksimal untuk 
menjalin komunikasi yang baik dengan para pengguna jasa. Namun 
pcngguna jasa bcrharap bisa menyampaikan langsung keluhan, saran dan 
kritik apabila ada disediakan call center.'' 

g. Responsif. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa kepelabuhanan dari 

PT.BS tentang apakah petugas pemungut PNBP sudah rcsponsif dan 

kcpuasan pengguna jasa terhadap rcspon dari petugas pengelola PNBP 

dalam melayani mereka, diperoleh jawaban: 

''Menurut saya pctugas pengelola PN BP sangat rcsponsif dalam melayani 
kami, mereka selalu menanyakan tcrlcbih dahulu kepada ka1ni apakah 
ada PNBP yang harus kami bayar. agar mereka pihak pctugas pcngelola 
PNBP bisa langsung 1nembuatkan billing tagihan untuk PNPB yang 
akan kami bayarkan. Dcngan mereka bersikap scperti itu, membantu saya 
juga biar saya selalu ingat untuk mcmbayar PNBP, kalau di tan ya puasnya 
... tentunya saya puas dengan pelayanan yang mcrcka berikan kepada 
saya, itu saja menurut saya.'' (Kumai, 13 Januari 2018) 

43878.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



108 

Pertanyaan yang sama pcnclitti ajukan kcpada PT. HSL, diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 

"hmmm.. Kalau saya menilai petugas pengelola PNBP sudah sangat 
responsif dalam menghadapi kami para pengguna jasa, kadang mereka 
yang selalu menanyakan dan mengingatkan kepada kami apakah kami 
ada PNBP yang harus dibayarkan ke kas negara. Saya pribadi sangat 
terbantu sckali karena saya orangnya pelupa, salut juga dengan pelayanan 
mereka kepada kami." (Kumai, 13 Januari 2018) 

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada PT. USDA, dengan senyum 

penuh arti, diperoleh jawaban sebagai berikut: 

"Saya 1nenilainya petugas pengelola PNBP responnya cepat, ra1nah, 
tctapi masih ada satu orang yang responnya mcnurut saya masih kurang 
dalam mclayani, karcna saya pemah mengalaminya, saya pemah 
menanyakan kepada petugas terkait PNBP tapi dengan nada agak jutek 
dia menjawabnya, harusnya sih ... tidak seperti itu." 
(Kumai, 13 Januari 2018) 

Bcrdasarkan basil wawancara dengan pengguna jasa dapat dibangun 

proposisi minor sebagai berikut: 

''Pengguna jasa sudah merasa cukup puas dengan pelayanan petugas 
pemungut PNBP pada Kantor KSOP Kelas IV Kumai. Respon petugas 
terhadap kewajiban para pengguna jasa dirasa sangat membantu 
pengguna jasa dalarn pelaksanaan pemungutan PNBP .'' 
(Kumai. 13 Januari 2018) 

h. Kelengkapan dokumen. 

Berdasarkan basil wawancara dengan bendahara penenmaan tentang 

Dokumcn apa saja yang wajib dilengkapi dalam penerbitan billing tagihan 

PNBP, diperolehjawaban: 

'·Dokumen yang dilengkapi sebelum ditcrbitkannya billing tagihan PNBP 
yaitu pertama Pcrmohonan Jasa Kepelabuhanan, kedua Penerbitan nota 
tagihan Penerimaan Uang Jasa K1...,,clabuhanan atau PUJK. Nah dua item 
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itu yang harus pengguna jasa lengkapi jika mereka mau mendapatkan 
hilling tagihan PNBP." (Kumai, 13 Januari 2018) 

Pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada PT. HSL, diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 

··LJntuk 1nendapatkan billing tagihan dari bendahara penerimaan, kami 
harus memasukan surat pcrmohonan j asa kepelabuhanan kepada pihak 
Kantor KSOP Kelas IV Kumai, dan ke petugas pengelola PNBP untuk 
dibuatkan nota tagihan Pcncrimaan Uang Jasa Kepelabuhanan atau PUJK 
yang nantinya sebagai bukti keben<lahara untuk dibuatkan billing agar 
bisa kami setorkan ke bank." (Kumai, 13 Januari 2018) 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai tcntang Jika persyaratan kelengkapan 

dokumen kurang, apakah kegiatan pemungutan PNBP tetap bisa di 

laksanakan, diperoleh jawaban: 

"Berdasarkan aturan yang berlaku jika ada dari pengguna jasa yang tidak 
melengkapi dokumen, Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak bisa di 
proses atau dilaksanakan atau dipungut artinya proses dari kegiatan 
tersebut belum terjadi, namun kclengkapan kegiatan dari suatu kapal 
bukan pengelola PNBP yang mencntukan, tetapi ditentukan oleh petugas 
tcknis di lapangan.'' (Kumai, 13 Januari 2018) 

Pertanyaan yang sama penelitti ajukan kepada Bendahara Pcnerimaan, 

diperolehjawaban scbagai berikut: 

"Menurut aturannya jika kelengkapan dokumen kurang, maka kami tidak 
bisa memproses pembayaran." (Kumai, 13 Januari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dan pengguna jasa dapat dibangun proposisi minor sehagai berikut: 

"Dalam pemungutan PNBP ada 2 (dua) item yang harus dilcngkapi oleh 
pengguna jasa yaitu: Perrnohonan Jasa Kepelabuhanan, kedua pencrbitan 
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nota tagihan Penerimaan Vang Jasa Kepclabuhanan (PUJK). Apabila 
kedua hal ini terpenuhi maka baru dibuat billing untuk bukti setor ke 
bank. Hal ini scsuai dengan peraturan bahwa tidak adanya pcrmohonan 
jasa kepelabuhan dan nota tagihan PUJK dan billing untuk bukti setor ke 
bank, maka proses pe1nungutan tidak dilaksanakan." 

Dari basil proposisi minor diatas, dapat dihangun proposisi mayor sebagai 

berikut: 

"Prosedur pemungutan PNBP di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Kelas IV Kumai sudah dilakukan secara transparan, serta dengan 
mekanisme dilaksanakan efektif dan efisien. Sistem pembayaran non tunai 
bagi pihak petugas dirasakan lebih praktis, tctapi bagi pengguna jasa ada 
kesulitan atau kendala ditinjau dari sisi waktu pembayaran yang dilakukan 
pada hari libur, bahkan malam hari dan dinihari. Secara umum pctugas 
pemungut PNBP sudah memiliki kompetensi dan bekerja sccara profesional, 
melayani dengan sopan dan ramah, memiliki tanggung jawab yang tinggi, 
bekerja tcpat waktu. Proses komunikasi antara petugas dengan pengguna 
jasa berharap disediakan sistem call center. Para pctugas memiliki sikap 
tanggap yang tinggi, sehingga para pcngguna jasa merasa puas dalam 
pelayanan. Tcrdapat 2 (dua) item kelengkapan yang harus dilengkapi oleh 
pengguna jasa yaitu: Permohonan jasa kcpclabuhan, kedua pencrbitan nota 
tagihan Pencrimaan Uang Jasa Kepclabuhanan (PUJK) dan apabila kedua 
hal ini tidak ada maka proses pemungutan tidak bisa dilaksanakan." 

2. Akuntabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

a. Akuntabilitas administratif organisasional. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pclabuhan Kclas IV Kumai tentang bagaimana pcngelolaan 

administrasi mulai dari pennohonan sampai dcngan memberikan tanda bukti 

pcmbayaran, diperolehjawaban: 

"Pertama surat permohonan dari pengguna jasa diajukan kc bagian um um 
tata usaha yang selanjutnya akan saya disposisi ke masing-masing sub 
seksi yang terkait pennohonan tersebut. Setelah sub seksi menerima 
disposisi, petugas pengelola PNBP pada masing-masing sub seksi akan 
membuat nota tagihan yang selanjutnya di sampaikan kepada bendahara 
penerimaan untuk diproses penerbitan billing tagihan PNBP. Oleh 
bcndahara, billing tcrscbut discrahkan kcpada pcngguna jasa untuk 
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segcra dibayar melalui bank atau EDC yang telah disiapkan. Kemudian 
bukti setor diserahkan kembali kepada Bcndahara penerimaan untuk 
penerbitan bukti pembayaran dari Kantor KSOP Kelas IV Kumai:' 
( Kumai. 19 F ebruari 2018) 

Pada kescmpatan yang sama peneliti juga menanyakan apakah dcngan 

laporan bulanan PNBP disampaikan oleh bendahara penerirnaan sudah 

menggambarkan atau mencakup scmua kegiatan pcmungutan PNBP, 

diperoleh jawaban scbagai berikut: 

"Dala1n laporan bulanan telah terangku1n secara keseluruhan pendapatan 
Kantor KSOP Kelas IV selama satu bulan. Dalam laporan tersebut 
terlihat jelas tentang rincian kewajiban, penyetoran dan pcngguna jasa 
yang menyetorkan PNBP. Laporan tcrscbut rutin disampaikan setiap 
bulan oleh bendahara pcnerimaan kepada saya selaku kepala Kantor 
KSOP Kelas IV Kumai." (Kurnai, 19 Februari 2018} 

Pcrtanyaan berikutnya ditanyakan peneliti kepada Bendahara penerimaan 

yaitu tentang laporan pertanggungjawaban apa saja yang harus disarnpaikan 

hendahara penerimaan kepada kepala kantor, diperoleh jawaban scbagai 

berikut: 

"Bendahara mc1nbuat Laporan Pertanggungjawaban bcndahara yang 
paling lambat disampaikan setiap tanggal I 0 bulan berikutnya. Lalu 
membuat laporan rekapitulasi PNBP serta menyampaikan hasil 
rckonsiliasi antara bendahara dan petugas sistem akuntansi instansi. 
Scmua laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor KSOP Kelas 
IV Kumai dan KPPN.'' (Kumai, 19 Februari 2018) 

Berdasarkan basil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dapat dibangun proposisi minor scbagai bcrikut: 

"Pemungutan PNBP harus dipertanggungjawabkan setiap bulan secara 
ad1ninistratif oleh bendahara peneri1naan kepada Kepala Kantor KSOP 
Kclas IV Kumai." 
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b. Akuntabilitas legal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai tcntang apakah dalam penatausahaan 

PNBP sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan pemndangan yang berlaku 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, diperolehjawaban: 

"Kami sudah melaksanakan pcrtanggungjawaban scsuai dengan aturan 
yang berlaku sesuai UU Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah 
Nomor 15 Taun 2016 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 20165 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jcnis dan Tarif Atas Jcnis PNBP yang berlaku pada 
Direktorat Jcnderal Perhubungan Laut, dan Perdirjen Perhubungan Laut 
Nomor HK.103/2/14/DJPL-16 tentang Tata Cara Penerimaan, 
penyetoran, penggunaan dan pclaporan PNBP. Jadi semua yang kami 
terima telah kami laporkan. ,. 
(Kumai, 19 Februari 2018) 

Pada kesempatan yang sama peneliti juga menanyakan bagaimana jika ada 

petugas pengelola PNBP yang lalai dalam menjalankan tugas, diperoleh 

jawaban: 

·•Jika ada star saya yang lalai dalam menjalankan tugasnya, pasti akan 
mendapat sanksi berupa teguran secara herjcnjang sampai hukuman 
disiplin. Karena kantor kita adalah pelayanan puhlik, jadi kami harus 
membcrikan pclayanan yang tcrbaik hagi pengguna jasa.'' (Kumai, 19 
Februari 2018) 

Peneliti juga menanyakan untuk menghindari praktek korupsi dalam 

pemungutan PNBP, apa yang dilakukan pihak Kantor KSOP Kelas IV 

Kwnai, diperoleh jawahan: 

"Dengan sistem pcmbayaran sccara non tunai, dapat dipastikan tidak ada 
celah untuk praktek korupsi di dalam pemungutan PNBP. Karena setoran 
langsung disetorkan mclalui bank oleh pengguna jasa itu sendiri." 
(Kumai, 19 Fehruari 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dapat dibangun proposisi minor sebagai berikut: 

"Pemungutan PNBP pada Kantor KSOP Kclas IV Kumai telah sesuai 
dengan peraturan yang bcrlaku. Bagi petugas yang melalaikan tugasnya 
diberikan sanksi berupa teguran ataupun hukuman disiplin. Praktek 
korupsi tidak mungkin terjadi dengan dilaksanakannya sistcm 
pembayaran non tunai." 

c. Akuntabilitas politik. 

Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pclabuhan Kclas IV Kumai tentang apakah ada keterkaitan politik 

antara prosedur pe1nungutan PNBP, diperolchjawaban: 

"Menurut saya. didalam prosedur pemungutan PNBP jelas ada 
keterkaitan politik didalamnya. Mengapa? Karena pclaksanaan 
penerimaan negara bukan pajak salah satunya berdasarkan kepada 
pcraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 beserta peraturan 
pelaksanaan lainnya dan itu scmua adalah merupakan keputusan politik 
dan penyimpangan dalam pelaksanaan itu mempunyai konsekuensi 
hukum:' (Kumai, 19 Februari 2018) 

Pad a kcscmpatan yang sama peneliti j uga menanyakan adakah pengaruh 

terhadap pejabat politik apabila pemungutan PNBP tidak dilaksanakan 

dengan baik, diperoleh jawaban: 

"Yaa ... mungkin tidak bcrpcngaruh sccara langsung. Apabila pelaksanaan 
pemungutan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka petugas 
maupun pejabat kantor yang bertanggungjawah atas pelaksanaan tersehut 
akan mcndapat tcguran untuk mcmpcrbaiki pclaksanaan agar scsua1 
dengan peraturan perundangan." (Kumai, 19 Februari 2018) 

Bcrdasarkan basil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dapat dibangun proposisi minor sebagai berikut: 
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"'Pemungutan PNBP telah diatur oleh keputusan politik yaitu pcraturan 

yang disahkan olch para pejabat politik. Aturan tersebut harus 

dilaksanakan dengan baik oleh para pengelola PNBP karena setiap 

penyimpangan mempunyai konsekuensi hukum." 

Pemyataan di atas sekilas terlihat ada pcrtcntangan diantara kedua 

pemyataan itu, untuk rnenegaskan kedua pcmyataan di atas peneliti 

melakukan wawancara dengan anggota salah satu partai politik yang 

menyatakan bahwa pcmungutan PNBP adalah merupakan kewajiban dari 

ranah eksekutif atau pemerintah, yang dalarn ha! ini adalah Kementerian 

Perhubungan, khususnya KSOP Kumai yang harus melaksanakan keputusan 

politik untuk memenuhi target budgeting yang ditetapkan dalam APBN. 

N amun pelaksanaan pemungutan PNBP yang tidak sesuai ketentuan 

regulasi akan membawa pengaruh sccara tidak langsung secara politik, 

rnisalnya tidak rnernenuhi target pener1rnaan yang ditetapkan, maka 

Kcmcntcrian Kcuangan dan Kcmenterian teknis terkait, yaitu Kementerian 

Perhuhungan akan mendapat tcguran dari DPR sehagai lemhaga politik. 

d. Akuntabilitas profesional. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai tentang kemampuan apa saja yang 

harus dimiliki oleh petugas pemungut PNBP, diperoleh jawaban sebagai 

berikut: 

"Para pemungut PNBP wajib mcmiliki kcmampuan yang mcliputi jujur, 
bertanggung jawab, teliti, tidak mudah terpengaruh hal negatif, rnampu 
mcngoperasikan komputer, marnpu rnenatausahakan/membukukan 
transaksi keuangan serta 1nempunyai intcgritas dan komitmen." 
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(Kumai, 19 Februari 2018) 

Melalui pertanyaan berikut diperoleh penjelasan tentang alasan mengapa 

kompentcnsi tersebut harus dimiliki oleh bendahara penerimaan, dipcroleh 

jawaban sebagai berikut: 

"Begini ...... bahv./a didalam sebuah organisasi apa saja, tidak tcrkecuali 
Kantor KSOP Kelas IV Kumai. Kuncinya adalah unsur manusia atau 
SOM. Sebaik apapun, sclengkap apapun fasilitas atau alat apabila tidak 
didukung oleh tenaga manusia yang handal yang berkemampuan scsuai 
dengan jenis pekerjaannya, semua itu tidak akan dapat dimanfaatkan 
secara optimal. Jadi untuk itu kami, perhatian akan SDM adalah prioritas 
utama baru yang lain-lainnya. Tetapi yang menjadi fokus adalah 
bagaimana SOM kami memiliki kemampuan yang handal." (Kumai. 19 
Februari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara khususnya pertanyaan ketiga, peneliti 

memperoleh jawaban sebagai bcrikut: 

"Scpcrti yang saya jelaskan, SOM adalah kuncinya. maka sudah tentu 
sebagai konsekuensinya upaya peningkatan kemampuan mcrcka selalu 
kita lakukan dengan bcrbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan 
latihan, baik yang bersifat lokal, regional, maupun nasional. Sctelah 
selesai mengikuti diklat, memang pegawai terscbut menunjukkan kinerja 
yang semakin baik." (Kumai. 19 Februari 2018) 

Dari hasil wawancara dengan pihak PT. WUS sebagai salah satu pcngguna 

jasa KSOP Kelas IV Kumai, diperoleh jawaban sebagai berikut: 

''Memang secara u1num pcgawai di kantor KSOP Kelas IV Kumai 
memiliki kemampuan bekerja yang baik-baik. Terlebih lagi menurut 
informasi bahwa mereka disitu sering ikut pcndidikan atau latihan .. 
pokoknya terlatih dan cakap kcrjanya. Sehingga pclayanan mcrcka 
kepada kami sebagai penggunajasa kami rasa memuaskan." 
(Kumai, 19 Februari 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dan juga pengguna jasa atau agcn dapat dihangun proposisi minor sebagai 

herikut: 

"Upaya pcningkatan kompetensi petugas pe1nungut PNBP dilakukan 
melalui pendidikan dan pelatihan, dengan demikian profesionalitas 
mcrcka semakin meningkat sehingga pihak pcngguna jasa merasa puas." 

c. Akuntabilitas moral. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna jasa atau agen yaitu PT. BS 

tentang apakah pctugas pengelola PNBP melayani dengan memperhatikan 

norma kesopanan, diperoleh jawaban sebagai berikut: 

·'Menurut saya perilaku mereka sopan dan santun dalam berkata. Jadi 
saya hcrurusan merasa nyaman." (Kumai, 19 Februari 2018) 

Pertanyaan yang sama peneliti tanyakan kepada pengguna jasa yaitu PT. 

USDA, dipcroleh jawaban: 

·'Hmmm ... ada satu orang yang menurut saya tidak sopan. Melayani tidak 
ada senyum. Kadang wajahnya cembcrut. Bikin saya tidak nyaman. Tapi 
kalau yang lain semua baik dan sopan.'' 
(Kumai, 19 Fcbruari 2018) 

Pada kcsempatan lain, peneliti bertanya kepada Bendahara peneri1na pada 

Kantor KSOP Kelas IV Kumai tcntang bagaimana komitmen para petugas 

dalam melaksanakan pelayanan pemungutan PNBP yang baik, dipcrolch 

jawaban: 

''Kami berkomitmen memberikan pclayanan yang terbaik agar dapat 
terjalin hubungan baik antara kami sebagai pcmungut PNBP dan agen 
sebagai penyetor PNBP. Jadi suasana kcrja kami jadi nyaman juga." 
(Kumai. 19 Fcbruari 2018) 
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Berdasarkan basil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kclas IV Kumai 

dan juga pengguna jasa atau agen dapat dibangun proposisi minor sebagai 

berikut: 

"Dalam Pelaksanaan pelayanan pcmungutan PNBP masih terdapat 
pegawa1 dari Kantor KSOP Kumai yang tidak bcrprilaku sopan dan 
santun dan ada juga pcgawai yang berkomitmen untuk memberikan 
pelayanan terbaik sehingga tercipta suasana yang nyaman.'' 

Dari hasil proposisi minor diatas, dapat dibangun proposisi mayor scbagai 

berikut: 

''Pemungutan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kclas IV 
Kumai sudah dipcrtanggungjawabkan secara administratif, pemungutan 
PNBP di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai 
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan sitem pembayaran non 
tunai tidak ada praktek korupsi. Pemungutan PNBP diatur berdasarkan hasil 
keputusan politik. Peningkatan kompetensi petugas pemunf,rut PNBP 
dilakukan agar menghasilkan petugas yang profesional dibidangnya. Dalam 
pelaksanaan pelayanan pcmungutan PNBP pcrilaku sikap sopan dan santun 
sangat dibutuhkan sehingga terjalin hubungan yang baik antar pemungut 
PNBP dan penggunajasa kepelabuhanan." 

3. F aktor pendukung 

Bcrdasarkan hasil wawancara dcngan Kcpala Kantor Kcsyahbandaran dan 

Otoritas Pclabuhan Kelas IV Kumai tentang faktor internal dan ckstcmal yang 

mendukung pelaksanaan pemungutan PNBP, diperoleh jawaban sebagai 

bcrikut: 

'"Faktor pendukung dari internal untuk pelaksaan pemungutan PNBP 
diantaranya pelaksanaan pengelolaan PNBP yang ditunjuk atau diangkat 
sudah memiliki kompetensi untuk itu, sudah mcngikuti pclatihan atau 
bimbingan teknis terkait pengelolaan PNBP disamping dalam pelaksanaan 
pcngelolaan PNBP JUga dikantor disiapkan mesin EDC untuk 
mempermudah para pengguna jasa dalam melakukan pembayaran PNBP 
scrta tcrbcntuknya kerjasama semua anggota yang terlibat dalam menangani 
PNBP. Sedangkan faktor ckstemalnya para pengguna jasa sudah sangat 
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memahami apa yang menjadi kewajiban yang didasari olch peraturan dan 
ketentuan yang terkait dengan PNBP yaitu dcngan cara mereka mengikuti 
sosialissi yang diadakan oleh kantor KSOP Kelas IV Kumai dan mereka 
scmua mempunyai peraturan-peraturan yang terkait dengan PNBP. Dengan 
pemahaman itu mcreka sangat tcrbantu dalam melaksanakan 
kewajibannya.,. (Kumai. 19 Februari 2018) 

Berdasarkan hasil \Vawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dapat dibangun proposisi minor sebagai berikut: 

"Pctugas pengelola PNBP memiliki kompetensi dibidangnya, adanya rnesin 
EDC dapat mempennudah pengguna jasa melakukan transaksi, dengan 
diadaka1U1ya sosialisasi tcrkait PNBP dan dibagikannya peraturan tentang 
PNBP dapat membantu penggunajasa 1nelaksanakan kewajibannya.'' 

Dari basil proposisi minor diatas, dapat dibangun proposisi mayor sebagai 

herikut: 

''Pentingnya kompetensi bagi pentugas pcngelola PNBP, Solusi yang 
diberikan pihak KSOP Kelas IV Kumai dalam pembayaran PNBP 
menggunakan mesin EDC." 

4. Faktor pcnghambat 

Bcrdasarkan hasil wav,rancara dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai tentang faktor internal dan ekstemal yang 

menghambat pelaksanaan pcmungutan PNBP, dipcrolch jawaban scbagai 

berikut: 

"Faktor penghambat dari internal dan ekstemal untuk pelaksanaan 
pemungutan PNBP yang kegiatan dilakukan pada hari libur atau malam hari 
bahkan dini hari, dengan keadaan seperti itu penyetoran PNBP tidak bisa 
dilakukan karena bank tutup di waktu itu.'· (Kumai, 19 Februari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

dapat dibangun proposisi minor sebagai bcrikut: 
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''Faktor pengharnbat untuk pelaksanaan Pcmungutan PNBP dari internal 
maupun cksternal yaitu pada waktu libur. pada malam hari dan dini hari.'' 

Dari hasil proposisi minor diatas, dapat dibangun proposisi mayor schagai 

berikut: 

''Penghambat Pemungutan PNBP diKantor KSOP Kelas IV Kumai adalah 
waktu yang di luar jam kcr:ja Kantor dan hari libur:· 

C. Pembahasan 

1. Prosedural pemungutan PNBP 

Prosedur pemungutan Pcncrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai adalah scbangun 

dengan otoritas regulasi layanan yang menjadi pijakan pelaksanaan pembcrian 

layanan. Hasil penelitian ini mcnunjukan indikasi perlunya dikembangkan 

penyertaan aspek 'keadilan prosedurat· (Lewis, 2013) dengan perhatian pada 

apa yang dirasakan masyarakat (Discretionary Service Behavior) (Blancero, D. 

& Johnson, S. A. ( 1997) terhadap petugas pemberi layanan serta akscsibilitas 

layanan, dan Kepuasan atas layanan. Peneliti melihat, sektor PNBP menjadi 

pusat perhatian masyarakat karcna sifatnya pcmungutan yang dilakukan 

dimana masyarakat pengakses layanan adalah pembayar kewajiban tcrhadap 

negara berupa pungutan. Artinya manfaat layanan tidak dapat dirasakan oleh 

masyarakat secara langsung baik bcrupa produk layanan, seperti misalnya air 

bersih, ataupun jasa layanan seperti misalnya proses pengurusan perizinan. 

Olch scbab itu, titik sorotan berada pada sisi seperti empati pctugas layanan 

seperti diperlihatkan oleh beberapa kutipan \.Vawancara. 

43878.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



120 

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk lebih me1notivasi stakeholders di 

bidang PNBP agar semakin baik dalam mengelola PNBP, ditunjukan dengan 

'PNBP AWARDS oleh Kementerian Kcuangan. Pada satu sisi pendulum, 

sebagai sumber penerimaan negara di luar pcrpajakan dan hibah, PNBP tclah 

menjadi bagian pcnting penerimaan negara dengan kontribusi rata-rata dalam 

10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 25,4 % dari total penerimaan negara 

(Direktorat Jenderal Anggaran Keuangan Negara 2017). Namun, pertanyaan 

sclanjutnya adalah tidak hanya sekedar seberapa besar kontribusi PNBP hagi 

negara, melainkan layanan yang dirasakan masyarakat dari uang yang 

dibayarkan. Selain penekanan aspek legalitas bahwa PNBP yang dipungut 

harus ada dasar hukumnya dan penggunaannya pun harus ada mekanisme 

akuntabilitas, missing link adalah pada mckanismc layanan pungutan PNBP itu 

sendiri. Penelitian ini menunjukan indikasi adalanya urgensi untuk memhenahi 

layanan pungutan PNBP dari sisi sistem pungutan dan penamhahan ukuran 

profesionalitas petugas pemberi layanan dari hanya ketaatan pada proscdur kc 

kepuasan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban mereka membayar. 

Untuk mcngoptimalkan PNBP, ada bcbcrapa ha! yang pcrlu diupayakan yaitu 

reformasi administratif, institusional, Su1nber Daya Manusia yang me1nadai, 

dukungan teknologi informasi, seperti sistem pembayaran online yang dapat 

diakses kapan saja (dua puluh cmpat jam sclama tujuh hari kcrja) dan 

dukungan dari sisi regulasi bcrupa pemccahan masalah dan antisipasi sistem 

PNBP kc dcpan yaitu electronic service. Hal ini sehaluan dengan Perubahan 

UU Nomor 20 Tahun 1997 diupayakan dalam tiga arah. Pertama, Good 
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governance untuk mcwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

meningkatkan akuntahilitas dan transparansi. Kcdua, Fiscal Sustainability 

untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan 

kesinambungan fiskal. Ketiga, Non Tax Coverage untuk memastikan dan 

menjaga ruang lingkup PNBP sesuai UU Keuangan Negara. 

Meskipun aplikasi berbasis web terrnasuk bagi pcmhayaran PNBP telah 

sejak 2014 diluncurkan bcrupa Sistem lnformasi PNBP Online (STMPONI), 

yang memheri kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Sctor untuk membayar 

atau menyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel 

pcmbayaran seperti teller (Over The Counter). ATM (Automatic Teller 

Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking, namun 

sepertinya sistem ini belum tersosialisasi secara distributif pada pengguna 

layanan. Pada lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hal ini terlihat 

dari preferensi masyarakat untuk tetap mcnggunakan layanan manual. 

Kompleksitas jenis layanan dan prosedur layanan sepcrtinya turut berkontribusi 

terhadap preferensi tersebut, seperti kompleksitas varian layanan berupa, Jasa 

Kepelabuhanan, Penerbitan surat izin kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian, 

Penerimaan uang perkapalan dan kepelautan, Jasa Angkutan Laut, Denda 

administratif. Untuk varian pertama saja. yaitu jasa kcpelabuhan terbagi kc 

dala1n ena1n sub-kategori se1nisal, Jasa kcpelabuhan pada pelabuhan yang 

belum diusahakan secara komcrsial; dan Jasa kepelabuhan pada pelabuhan 

yang diusahakan secara komcrsial. PNBP basil konsesi berupa jasa 

kepelabuhanan meliputi kategori jasa kapal, jasa barang, dan jasa penumpang. 
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Sederet kategori tcrscbut bclum termasuk pungutan PNBP pada Layanan Jasa 

Kapal. Pengguna layanan jelas memerlukan panduan langsung dari pctugas 

melihat kompleksitas varian yang ada. 

Digitalisasi Jayanan pungutan di pelabuhan dapat menghemat waktu dan 

biaya operasional dcngan 1nuara pada kompetisi beban logistik penggunaan 

teknologi. Transforrnasi digital di layanan pelabuhan melihatkan people. 

process, dan technology dimana ketiganya beririsan satu dengan lainnya, 

dalam artian bahwa tekhnologi saja tidak dapat berjalan tanpa pemahaman 

tepat akan proses digitalisasi baik dari sisi penyedia maupun pengguna layanan 

pungutan PNBP terlihat dari masih terdapatnya masyarakat pembayar 1nemilih 

layanan langsung (manual atau non-digital). 

a. Transparan/terbuka. 

Keterbukaan dalam prosedur pemungutan PNBP di Kantor KSOP IV Kumai 

dinilai mayoritas informan sebagai cukup transparan terutama pada saat 

jumlah angka yang harus dibayar dan salinan rincian pembayaran, selalu 

diberikan oleh petugas pada masyarakat pembayar. Keterbukaan pada 

layanan pemungutan PNBP uta1nanya berpijak pada proses intcraksi pctugas 

penyedia layanan dan pengakses layanan. Hal ini sesuai dengan tolak ukur 

definisi transparansi di organik pemerintahan yang dikcluarkan olch World 

Bank (Viswanath dan Kaufmann 1999, h. 1) yaitu access, timeliness. 

relevance, and qua[if~/. Meskipun begitu, nilai keterbukaan dalam 

pcmbcrian layanan tidak hanya bcrkisar pada tolak ukur komunikasi antar 

penyedia dan pengguna layanan dan kcjclasan rincian proses pelayanan, 
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World Bank menyorot kasus sektor publik di Indonesia mcmerlukan 

refonnasi finansial terkait pembcrian insentif untuk keterbukaan. 

mcndorong partisipasi sektor publik dalarn pembcrian layanan, disertai 

saluran bagi ·voice· atau suara publik menyorot layanan yang mercka tcrima 

(International Monetary Fund 1998). Muluk (2008) bahwa komputerisasi 

dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan transparansi dalam 

pelayanan publik. Hal ini dapat dipautkan dengan inovasi dalam 

pengumpulan data dan teknik analisis data kolektif terintegrasi (Kane 1999). 

Seperti halnya proses pemungutan PNBP dimana pengguna layanan jasa 

kcpclabuhanan mengajukan pennohonan melalui surat kc Kantor KSOP 

Kumai untuk diagendakan dan di disposisi oleh kepala kantor, dilanjut 

dengan petugas pengclola PNBP membuat nota tagihan bcrdasarkan hasil 

pemeriksaan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan jasa dan 

seterusnya akan lcbih bisa disederhanakan secara transparan, dengan 

digitalisasi layanan. Dengan proses digitalisasi kejelasan tenggat waktu 

layanan (timeliness), relevansi proses layanan dengan kebutuhan pengguna 

(relevance) dan kualitas pclayanan (quality) dapat lebih terukur. 

b. Efektif dan efisien. 

Terdapat pertimbangan cost dan benefits dalam mencapai nilai transparency. 

Pertanyaannya adalah scbcrapa jauh sasaran dapat tcrcapai dan scbcrapa 

besar cost yang harus dipikul (Bentrand dan Mullianathan 1998). 

Pertanyaan selanjutnya adalah kondisi apa yang harus diciptakan dalam 

mencapai derajat efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik. Misalnya 
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SaJa penerapan pr1ns1p keterbukaan atau transparansi berbanding lurus 

dengan regulasi penunjang yang tertuang dalam agenda pembangunan 

(development agendas) organisasi sektor publik berjalan (Putra 2001). 

Penerapan audit rutin kincrja dan pclaporan berbasis teknologi infonnatika 

merupakan beberapa contohnya. Pemudahan pembayaran dengan EDC 

(Electronic Data Capture) adalah salah satu upaya jasa layanan pelabuhan 

dalam meningkatkan capaian sasar pemungutan PNBP dengan cost minimal 

namun benfit maksimal. Mcskipun secara de facto hanya beberapa 

pengguna jasa yang menggunakan alat tersebut karena mereka tidak 

memiliki saldo pada rckcning schingga mcreka lebih memilih pembayaran 

secara manual ( tunai) dengan mengantri di bank. Dal am hal ini terdapat 

'digital devide' gap dalarn aksesabilitas layanan. dengan argumentasi bahwa 

saluran distribusi layanan secara digital (e-service) tidak sesuai dengan daya 

akses pengguna layanan (Riswanda 2017). Polemik seperti ini dapat 

disolusikan dengan mernanfaatkan kernitraan dengan sektor privat dalam 

penyediaan program edukasi masyarakat di akses layanan digital 

(Visnawath 1999). 

c. Profesional dan kompeten. 

Bauran responsibilitas dan akuntabilitas sepertinya tcrjadi pada ranah 

tanggung jawab pengelola PNBP. Prosedur pernungutan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Kclas IV Kumai adalah sebangun dengan otoritas rcgulasi layanan yang 

rnenjadi pijakan pelaksanaan pemberian layanan. Hasil pcnclitian ini 
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menunjukan indikasi perlunya dikembangkan penyertaan aspek 'keadilan 

prosedural · (Stella 1993) dengan perhatian pada apa yang dirasakan 

masyarakat (Discretionary Service Behavior) terhadap petugas pemberi 

layanan scrta aksesibililas layanan, dan Kepuasan atas layanan. Peneliti 

melihat, sektor PNBP menjadi pusat perhatian masyarakat karena sifatnya 

pemungutan yang dilakukan dimana masyarakat pengakses layanan adalah 

pembayar kewajiban tcrhadap negara berupa pungutan. Artinya manfaat 

layanan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sccara langsung baik berupa 

produk layanan, seperti misalnya air bcrsih, ataupun jasa layanan seperti 

misalnya proses pengurusan perizinan. Oleh sebab itu, titik sorotan berada 

pada sisi seperti empati pctugas layanan seperti diperlihatkan oleh beberapa 

kutipan wawancara di atas. 

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk lebih memotivasi stakeholders di 

bidang PNBP agar semakin baik dalam mengelola PNBP, ditunjukan 

dengan 'PNBP AWARDS oleh Kementerian Keuangan. Pada satu sisi 

pendulum, sebagai sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, 

PNBP telah menjadi bagian penting penerimaan negara dengan kontribusi 

rata-rata dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 25,4 % dari total 

penerimaan negara (Direktorat Jenderal Anggaran Keuangan Negara 2017). 

Namun, pertanyaan selanjutnya adalah tidak hanya sekedar seberapa besar 

kontribusi PNBP bagi ncgara. mclainkan layanan yang dirasakan 

masyarakat dari uang yang dibayarkan. Selain penekanan aspek legalitas 

bahwa PNBP yang dipungut harus ada dasar hukumnya dan penggunaannya 
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pun harus ada mekanisme akuntabilitas, m1ss1ng link adalah pada 

rnekanisme layanan pungutan PNBP itu sendiri. Penelitian ini menunjukan 

indikasi adalanya urgensi untuk membenahi layanan pungutan PNBP dari 

sisi sistem pungutan dan penambahan ukuran profesionalitas petugas 

pemberi layanan dari hanya ketaatan pada prosedur ke kepuasan masyarakat 

dalam melaksanakan kewajiban mereka membayar. Untuk mengoptimalkan 

PNBP, ada beberapa ha! yang perlu diupayakan yaitu reformasi 

administratit: institusional, Sumber Daya Manusia yang memadai, 

dukungan teknologi infonnasi, sepcrti sistcm pembayaran online yang dapat 

diakses kapan saja (dua puluh empat jam selarna tujuh hari kerja) dan 

dukungan dari sisi regulasi herupa pemecahan masalah dan antisipasi sistem 

PNBP ke depan yaitu electronic service. Hal ini sehaluan dengan Perubahan 

UU Nomor 20 Tahun 1997 diupayakan dalam tiga arah. Pertama, Good 

governance untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kedua, Fiscal Sustainability 

untuk mengoptimalkan pcndapatan negara dari PNBP guna mcwujudkan 

kesinambungan fiskal. Ketiga, Non Tax Coverage untuk memastikan dan 

menjaga ruang lingkup PNBP sesuai UU Keuangan Negara. 

d. Bcrtanggung jawab. 

Prinsip atau penilai proseduralistik administratif diterapkan saat terjadi 

kesalahan/ketidakcocokan data tagihan PNBP dcngan data pada dokumen 

kapal. Telaah evaluatif ke depan adalah bagaimana bentuk tanggung jawab 

pengelola PNBP untuk mengatasi kesalahan tersebut. Seperti dikemukakan 

43878.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



127 

oleh infonnan, kesalahan penagihan mungkin terjadi karena lcmahnya 

sistem verifikasi data tagihan semisal pada saat terjadi kesalahan penctapan 

sertifikat kapal apakah masih berlaku atau tidak berlaku. Pemerintah daerah 

melalui konsep otonomi dacrah memiliki kewenangan bcsar dalam 

mcnctapkan kebijakan terrnasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang 

bcrkualitas sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. 

Tuntutan perubahan dan kcbutuhan masyarakat yang makin bcrkcmbang 

telah mengubah defenisi dan orientasi kualitas, tennasuk dalam pengukuran 

'bertanggung jawab' (Napitupulu, Paimin 2007). Kualitas layanan bukan 

hanya mengacu pada kualitas produk, tctapi juga menekankan pada 

tanggung jawan pemberi layanan dalam proses penyclenggaraan atau 

pendistribusian layanan itu sendiri hingga ke tangan pembayar PNBP 

sebagai konsumer, tcrutama dari scgi keadilan. Aspek keadilan dalam 

perspektif pemerintahan untuk pclayanan publik adalah ha! yang sangat 

penting semisal bila terjadi kesalahan dalan penilain prosedur seperti 

scrtifikat keselamatan kapal, lalu bagaimana mckanisme 

pcrtanggungja\vaban pcmbcri layanan dalam ha! ini. Sctelah mekanisme 

pertanggungjawaban terbentuk, aspek-aspek ketepatan, ketepatan, 

kcmudahan, dapat mcnjadi alat untuk mcngukur kualitas layanan (Yudiati 

2002). 

e. Sederhana, mudah dan komunikatif. 

Meskipun aplikasi bcrbasis web termasuk bagi pembayaran PNBP telah 

sejak 2014 diluncurkan berupa Sistcm Informasi PNBP Online (SIMPON!), 
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yang memberi kemudahan hagi Wajib Bayar/Wajib Setor untuk membayar 

atau mcnyetor PNBP dan penerimaan non anggaran melalui berbagai 

channel pembayaran scperti teller (Over The Counter). ATM (Automatic 

Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking, 

namun sepertinya sistem ini belum tcrsosialisasi secara distributif pada 

pengguna layanan. Pada lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Hal ini terlihat dari preferensi masyarakat untuk tetap menggunakan layanan 

manual sebagaimana hasil wawancara di atas. Komplcksitas jenis layanan 

dan prosedur layanan sepertinya turut berkontribusi terhadap preferensi 

tersebut, seperti komplcksitas varian layanan berupa, Jasa Kepelabuhanan, 

Penerbitan surat izin kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian, Penerimaan uang 

perkapalan dan kepelautan, Jasa Angkutan Laut, Denda administratif. Untuk 

varian pertama saja, yaitu jasa kepelabuhan terbagi ke dalam enam sub

kategori semisal, Jasa kcpclabuhan pada pclabuhan yang belum diusahakan 

secara komersial; dan Jasa kcpclabuhan pada pelabuhan yang diusahakan 

secara komersial. PNBP hasil konsesi berupa jasa kepelabuhanan meliputi 

katcgori jasa kapal, jasa barang, dan jasa penumpang. Sederet kategori 

tersebut bclum tcrmasuk pungutan PNBP pada Layanan Jasa Kapa!. 

Pengguna layanan jelas memerlukan panduan langsung dari petugas melihat 

komplcksitas varian yang ada. 

Digitalisasi layanan pungutan di pelabuhan dapat menghemat waktu dan 

biaya opcrasional dcngan muara pada kompetisi beban logistik penggunaan 

teknologi. Transformasi digital di layanan pelabuhan melibatkan people, 
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process, dan technology (Riswanda 2018) dimana ketiganya bcririsan satu 

dengan lainnya, dalam artian bahwa tekhnologi saja tidak dapat berjalan 

tanpa pemahaman tcpat akan proses digitalisasi baik dari sisi penyedia 

maupun pengguna layanan pungutan PNBP terlihat dari masih terdapatnya 

1nasyarakat pcmbayar memilih layanan langsung (manual atau non-digital). 

f. Responsif. 

Mayoritas informan menilaiu responsifitas petugas pemungut PNBP sudah 

dalam melayani mereka, pengguna jasa rnerasa diingatkan dan dibantu 

dalam menelusuri jenis PNBP mana saja yang harus dibayarkan ke kas 

negara. Responsif menyangkut kualitas produk layanan dan kualitas 

perilaku, dalam arti masyarakat rnemperoleh apa yang diinginkan dengan 

cepat, dan tidak mcmbutuhkan waktu yang relatif lama (Stiglitzs I 998a). 

Petugas pemberi layanan mempunyai kesiapan mcrcalisasikan kebutuhan 

masyarakat, tidak ada alasan menunda atau memperlambat pemberian 

layanan, kapanpun masyarakat membutuhkan pelayanan pada saat itu pula 

aparat telah siap untuk melayani. Pelayanan scbagai aktivitas yang 

berlangsung berurutan dapat diukur dari scgi pcnggunaan waktu (Stiglitzs 

1999). Dengan standar waktu maka dapat diketahui cepat atau lambatnya 

pelayanan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertcntu, schingga 

dapat ditentukan tingkat produktivitas kerja, prioritas pekejaan, pengaturan 

beban kerja dan mengantisipasi keadaan serta perencanaan selanjutnya. 

Secara faktual Proses penanganan pelayanan jasa kepelabuhan baik pada 

tahap-tahap pekerjaan tertentu maupun keseluruhan sangat bervariasi dari 
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segi waktu, artinya ada singkat (ccpat) ada puia yang memakan waktu lama 

(jam, hari, bulan bahkan tahun) tergantung pcrmasalahan dan cara 

memprosesnya. Pelayanan sebagai proses adalah terdiri dari beberapa 

perbuatan aktivitas yang dapat diperhitungkan, dircncanakan dan ditetapkan 

standar waktunya. Karena itu melayani berarti petuga penyedia layanan 

berperilaku secara cepat dalam mcmbcrikan layanan, dan masyarakat tidak 

berlama-lama menunggu untuk memperoleh pelayanan. Namun demikian 

petugas harus menyesuaikannya dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. Kecepatan dalam ha! ini tidak identil dengan pelanggaran tcrhadap 

mckanisme dan prosedur yang berlaku (Warsito 2006). Responsif sebagai 

dimensi kualitas pelayanan berkaitan dengan kewajiban dan pemenuhan 

janji, tujuan yang ingin dicapai, sasaran atau obyek yang menjadi fokus 

perhatian, kcinginan atau kcpcntingan yang ingin diperoleh, prosedur yang 

dilalui, maupun waktu yang dibutuhkan dalam pclayanan. 

2. Akuntabilitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Analisis kualitatif yang dilakukan terhadap aspek akuntabilitas pemungutan 

terhadap PNBP Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kclas IV 

Kumai 2014 sampai dengan 2017 dapat didiskusikan ke dalam tiga pokok 

bahasan. Pcnclitian ini mcrckomcndasikan perlunya pcmutakhiran norma, 

tujuan, struktur, aturan dan paradigma pelayanan pembayaran PNBP adalah 

vital, berpijak pada nilai ckonomi (value for money), aturan-aturan pendorong 

(catalytic role), otonomi, kemitraan dan pelayanan berbasis konsumen. 
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Akuntabilitas pemungutan terhadap PNBP Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai seharusnya dapat tercennin dari dua aspek 

besar yaitu proses dan hasil. Jika peru1nusan mekanismc akuntabilitas yang ada 

belum memiliki dampak terukur, meski pclaksanaan mekanismc sudah sesuai 

dengan dokurnen perencanaan dan sasararmya. 

Akuntabilitas layanan pungutan PNBP di Kantor Kcsyahbandaran dan 

Otoritas Pclabuhan Kelas IV Kumai diartikan sebagai pertanggungjelasan. 

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat 

pertanggungjawaban pcgawai pcmberi layanan dan Kantor dengan titik 

pandang pada sistem administrasi. Padahal menilik data paparan wawancara 

dengan pcngguna layanan, akuntabilitas versi Turner dan Hulme ( 1997) 

sepertinya lebih tepat menjadi rujukan primer, yaitu kcharusan Kantor 

Kesyahbandaran untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal 

(masyarakat pembayar) bukan hanya pcrtangungjawaban vertikal (otoritas 

yang lebih tinggi). Meskipun tentu saja tanpa mcnghilangkan, definisi 

akuntabilitas sebagai kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas 

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi kantor kesyahbandaran 

dalam mencapai hasil yang lelah ditetapkan sebelumnya, melalui media 

pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Menurut Mardiasmo 

2006:3). 

Paduan kcdua pendulum di atas dapat merujuk pada Paterson { 1990 dalam 

Hodge 1993) bahwa "in a ivor!d o,f modern public administration, 

accountabili(V is taking, and the rneasurahlc results are a n1ust". Pendapat 
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tcrsebut menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dan pengukurannya. 

Menurut Concise Oxford Dictionary, accountability (akuntabilitas) berarti 

responsible, accountable for one's action. Artinya keterukuran akuntabilitas 

merupakan hasil tindakan layanan kepada publik atau kepada birokrasi 

(pemerintahan), dengan hubungan timbal balik antara keduanya, Jadi rc

definisi mekanisme akuntabilitas yang ada di Kantor Kesyahbandaran dapat 

menunjuk kepada mekanisme kontrol terhadap kesepakatan pandangan terkait 

layanan pungutan-pcmbayaran PNBP antara Kantor dan masyarakat pembayar 

rnelalui mana tujuan bersama bisa dipertanggungjawabkan dan dikendalikan 

oleh publik, berdasarkan infonnasi yang mereka berikan dan standar·standar 

tcrtcntu yang dipahami oleh pengguna layanan karcna mcnurut ulasan fakta 

wawancara terlihat bahwa pengguna layanan belum memiliki infonnasi 

panduan publik untuk mcmbcrikan feedback pcnilaian serta bagaimanakah 

pertanggungjawaban pungutan yang dibayarkan akan dilaksanakan, metode apa 

yang akan dipakai untuk mclaksanakan pcrtanggujawaban, bagairnana realitas 

pelaksanaannya dan apa dampaknya. 

Berkaitan dengan dengan hal di alas, Jabbra dan Dwivedi (1988:5) 

mcngungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam akuntabilitas publik. 

yaitu ( l) adtninistrative or organizational accountability; (2). legal 

accountability; ( 3) political accountahility; ( 4) prr?f'essional accountability; 

dan (5) 1noral accountability 

a. Akuntabilitas administratif organisasional. 

43878.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



133 

Akuntabilitas Ad1ninistratif Organisasional atau administrative or 

organizational accountability herarti akuntabilitas tenvujud jika terdapat 

hirarki kewenangan, adanya aturan dan peraturan. Apa yang sudah 

dilaksanakan di Kantor Kesayahhandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV 

Kumai sudah mcnccnninkan adanya akuntahilitas jenis ini. Hal ini 

tergambar dalam ha! pengelolaan ad1ninistrasi yang dimulai dari 

permohonan sampai pemberian bukti pembayaran. Hasil penelitian 

menunjukan hahwa pennohonan dari pengguna jasa diajukan ke bagian tata 

usaha yang kemudian akan didisposisikan ke setiap sub seksi yang terkait. 

Pctugas pengelolan PNBP akan mcmbuat tagihan yang akan disampaikan 

pada bendahara penerimaan, untuk selanjutnya diterbitkan billing tagihan 

PNBP. Kemudian pcngguna jasa akan membayar tagihan tersebut melalui 

Bank atau mesin EDC yang sudah tersedia, yang selanjutnya akan 

dikeluarkan bukti setor. Bukti setor tcrsebut akan diserahkan ke bendahara 

penerimaan untuk dikeluarkan penerbitan bukti bayar. 

Sementara itu bendahara penerimaan akan melaporkan secara rutin setiap 

bulan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

IV Kumai mengenai rincian kewajiban, penyetoran dan penggunajasa yang 

mclakukan pcnyctoran. Pclaporan disampaikan paling lambat tanggal I 0 

bulan berikutnya. Dengan begitu terlihat bahwa akuntabilitas administratif 

dan organisasional sudah berlaku pada Kantor ini. 

Hal di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Maani (2009:48) bahwa 

dalam akuntabilitas ini, dipcrlukan adanya hubungan hirarkhis yang tegas 
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diantara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit di bawahnya. 

Hubungan-hubungan hirarkhis ini biasanya telah ditetapkan dengan jclas 

baik dalam aturan-aturan organisasi yang disampaikan secara fonnal 

ataupun dalam bentuk hubungan jaringan informal. Prioritas pertanggung

jawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan diikuti terus ke 

bawah, dan pengawasan dilakukan sccara intensif agar aparat tetap menuruti 

perintah yang diberikan. Pelanggaran terhadap perintah akan diberikan 

peringatan mulai dari yang paling ringan sampai pemecatan. 

b. Akuntabilitas legal. 

Akuntabilitas Legal atau legal accountability (adherence to legal and 

judicial processes), ha! ini bermakna akuntabilitas terjadi jika tcrdapat 

kepatuhan terhadap proses hukum dan peradilan. Hasil temuan penelitian 

menunjukan hahwa di dalam Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV Kumai bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban sudah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

Selain itu perlakuan tcrhadap kelalaian petugas pengelola PNBP dalam 

menjalankan tugas akan dibcrikan sanksi berupa teguran yang berjenjang 

sampai hukuman disiplin. 

Hasil wawancara menunjukan bahwa pada Kantor KSOP Kelas IV Kumai 

penghindaran praktek korupsi dalam pemungutan PNBP sudah bcrjalan 

dengan cara sistctn pembayaran secara non tunai, sehingga dapat dipastikan 

praktek korupsi tidak ada celah. Hal ini sesuai dengan yang diuraikan Maani 
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(2009:49) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas ini adalah bentuk 

pertanggung-jawaban sctiap tindakan administratif dari aparat pemcrintah di 

badan legislatif dan/atau di depan makamah. Dalam ha! pelanggaran 

kewajiban-kewajiban hukum ataupun ketidak-1nampuannya memenuhi 

keinginan legislatif, maka pcrtanggungjawaban aparat atas tindakan

tindakannya dapat dilakukan di depan pengadilan ataupun lewat proses 

revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang 

(judicial reviett-'}. 

c. Akuntabilitas politik. 

Akuntabilitas politik atau political accountahilit_v mempunyai makna bahwa 

the political leaders' acceptance of the accountability of public servants) hal 

ini berarti bahwa tcrdapat pener1maan pem1mp1n politik terhadap 

akuntabilitas pcgawai negeri). Terkait dengan ha! ini, temuan penelitian 

hasil wawancara menunjukan bahwa terdapat keterkaitan antara politik 

dengan prosedur pcmungutan PNBP. Argumentasi yang diungkapkan 

adalah bahwa penerimaan negara bukan pajak mengacu kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 beserta seluruh peraturan 

pelaksanaannya merupakan kcputusan politik. Tcrungkap juga kemungkinan 

efek, paling tidak secara tidak langsung terhadap pejabat politik seandainya 

pcmungutan PNBP tidak dilaksanakan dengan baik. Bahkan pejabat kantor 

akan mendapat teguran dari atasan untuk memperbaiki pelaksanaan 

pemungutan PNBP agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 
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Maani (2009:48) menjclaskan bahwa para administrator yang terkait dengan 

kewajiban menjalankan tugas-tugas-nya mcngikuti adanya kewenangan 

pcmcgang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan 

pendistribusian sumbcr-sumber dan menJam1n adanya kepatuhan 

pelaksanaan perintah-perintahnya. Para pejabat politik itu Juga harus 

mencrima tanggung jawab administratif dan legal karcna mereka punya 

kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. 

d. Akuntabilitas proiesional. 

Akuntansi Profesional atau proj'essional accountability yang berarti the 

performance of tasks and duties by high "professional" standards ha! ini 

berarti bahwa kincrja tugas dan tugas dengan standar "profesional" yang 

tinggi. Profcsionalitas petugas ditunjukan dengan dimilikinya kcmampuan 

dalam menjalankan tugas yang meliputi kejujuran, sikap bertanggung 

jawab. ketelitian dan tidak mudah tcrpcngaruh ha! yang bersifat negatif. 

Selain itu, kemampuan berupa hard skill scpcrti pengoperasian komputer, 

kemampuan penatausahaan atau pembukuan serta integritas dan komitrnen 

juga ha! yang penting untuk di1niliki pegawai pemungutan PNBP. 

Sejalan ha! di atas, Maani (2009:48) menjelaskan bahwa sehubungan 

dengan semakin meluasnya profcsionalismc di organisasi publik, para aparat 

profcsional (scperti doktcr, insinyur, pengacara. ekonom, akuntan, pekerja 

sosial dan sebagainya) mcngharap dapat mcmpcrolch kcbcbasan yang lcbih 

besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam menctap-kan 
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kepentingan publik. Dan kalau pun mereka tidak dapat menjalankan 

tugasnya mereka mengharapkan me1nemperolch masukan untuk perbaikan. 

Mcreka harus dapat menyeimbangkan antara kodc ctik profesinya dengan 

kepentingan publik, dan dalam hal kesulitan mempertemukan keduanya 

maka mereka harus lebih mcngutamakan akuntabilitasnya kcpada 

kcpcntingan publik. 

e. Akuntabilitas moral. 

Akuntabilitas Moral atau moral accountability bermakna acting in thepuhlic 

interest in a responsible rnanner yang bcrmakna bahwa bertindak untuk 

kepentingan publik dengan cara yang bertanggung jawab (Smith, 1991 :94). 

Terkait dcngan ha! di atas, tcmuan basil wawancara menunjukan bahwa 

pengguna jasa atau agen dari PT BS merasa nyaman berurusan dcngan 

petugas pengelola PNBP pada Kantor KSOP Kelas IV Kumai, namun ada 

pula yang mcnyatakan kckecewaannya yailu dari PT USDA yang 

menyatakan bahwa tcrdapat satu orang yang kurang sopan dan kurang 

memberikan senyuman. Di sisi lain menurut bendahara penerimaan Kantor 

Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas IV Kumai komitmen petugas 

dalam memberikan pelayanan yang terbaik sudah berjalan dengan baik. 

Dalam ha! ini, Maani (2009:20 l 0) menungkapkan bahwa pemerintah 

memang selayaknya bertanggungjawab secara moral atas tindakan

tindakannya. Landasan bagi sctiap tindakan pcgawai pemerintah seharusnya 

diletakan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui 
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konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik scbagai 

norma dan perilaku sosial yang tclah mapan. Olch karena itu, wajar saja 

kalau publik menuntut dan mengharapkan perilaku para politisi dan pegawai 

pemerintah itu berlandaskan nilai-nilai moral yang telah diterima tadi. 

Untuk menghindari perilaku koruptif, masyarakat 1nenun-tut para aparatur 

pemcrintah itu mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral pada 

diri mereka. Namun sayangnya, menurut Kumorotomo (2006) tanggung 

jawab moral dan tanggung jawab profesional menjadi satu titik lemah yang 

krusial dalam birokrasi pelayanan di Indonesia. 

3. Faktor pendukung 

Faktor pendukung pelaksanaan pemungutan PNBP di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dapat ditinjau dari 

enam varian aspck pcnunjang yang saling terkait satu dengan lainnya. Hasil 

penelitian tesis ini memperlihatkan aspck hukum sebagai pilar utama layanan 

pemungutan PNBP di Pelabuhan Kelas IV Kumai dimana regulasi kebijakan 

sebagai payung pelaksanaan layanan sudah cukup mendukung. 

Aparatur pemerintah 1nerupakan salah satu faktor terciptanya peningkatan 

pclayanan publik. Olch karcna aparat pcmcrintah mcrupakan unsur yang 

hekerja didalam pratck untuk 1ncmberikan pclayanan. Sccara sosiologis aparat 

pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan dalam terciptanya suatu 

pelayanan publik yang maksimal berpendidikan, terlatih secara professional 

organisatoris sesuai tugas pokok dan fungsi layanan menjadi ukuran 
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profesionalitas pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

IV Kumai. Dalam mendukung pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV 

Kumai para pctugas memiliki kompetensi dibidangnya. Tcknologi juga sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) dengan mcsin EDC yang disediakan sangat membantu dalam 

kelancaran pemungutan PNBP di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV Kumai walaupun sedikit pengguna jasa yang 

menggunakannya. Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV 

Kumai juga memberikan sosialisasi dan mcmbagikan Peraturan tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada pengguna jasa sehingga 

pengguna jasa memahami dan mcnyadari apa yang mcnjadi kcwajiban mereka. 

4. Faktor pcnghambat 

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dapat 

dikaitkan dengan aspek perlunya perbaikan paradigma layanan. Selama ini 

layanan pcmungutan berorintasi hanya pada upaya untuk menyesuaikan atau 

upaya untuk tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam 

pelaksanaan pemungutan Pcncrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat 

kendala atau hambatan yang tcrjadi saat pelaksanaan yaitu kegiatan yang 

dilakukan pada hari libur atau malam hari bahkan dini hari, dengan keadaan 
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seperti itu penyctoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak bisa 

dilakukan karena bank tutup diwaktu itu. 
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I 

Rumusan 
Masalah 

Prosedur 
Pemungutan 
PNBP: 

Proposisi Minor 

Proposisi Minor I 
Prosedur pemungutan PNBP di Kantor KSOP Kelas 

IV Kumai dilaksanakan secara transparan/terbuka 

sehingga pengguna jasa/agen semakin percaya dan 

meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan 

pcmbayaran terhadap kewajibannya. 

Proposisi Mayor 

Prosedur pemungutan PNBP di Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 
IV Kumai sudah dilakukan secara transparan. 
serta dengan mekanisme dilaksanakan efektif 
dan efisien. Sistem pembayaran non tunai bagi 
pihak petugas dirasakan lebih praktis, tetapi bagi 
pengguna jasa ada kesulitan atau kendala 
ditinjau dari sisi v.·aktu pcmbayaran yang 
dilakukan pada hari libur, bahkan malam hari 
dan dinihari. Secara umum petugas pemungut 
PNBP sudah 1nemiliki kompetensi dan bekcrja 
secara profesional. melayani dengan sopan dan 
ramah, memiliki tanggung jawab yang tinggi, 
bckerja tepat waktu. Proses komunikasi antara 
pctugas dengan pengguna jasa berharap 
disediakan sistem call center. Para petugas 
memiliki sikap tanggap yang tinggi. sehingga 
para pengguna jasa merasa puas datam 
pelayanan. Terdapat 2 (dua) item kelengkapan 
yang harus dilengkapi oleh pengguna jasa yaitu: 
Permohonan jasa kepelabuhan. kedua penerbitan 
nota tagihan Pcncrimaan Uang Jasa 
Kepclabuhanan (PUJK) dan apabila kedua hal 
ini tidak ada maka proses oemungutan tidak bisa 
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! dilaksanakan."' 

' 

Proposisi Minor 2 : 
Mekanisme pemungutan PNBP di Kantor KSOP Kelas 
IV Ku1nai dilaksanakan secara efektif dan efisicn 
sesua1 dengan aturan dan Standar Operasional 
Prosedur, namun tcrdapat bcbcrapa pengguna 
jasa/wajib bayar yang terkendala untuk melakukan 
pembayaran pad a hari Ii bur dan kegiatan yang 
dilaksanakan oada malam hari bahkan oada dini hari. 
Proposisi Minor 3 : 
Pelayanan pemungutan PNBP pada Kantor KSOP 
Kelas IV Kumai telah dilayani oleh petugas yang 
profesional dan kompeten dengan selalu meningkatkan 
kompctensi para petugas dan pengelola PNBP. Dalam 
melaksanakan tugas, selaku pemungut harus melayani 
para pengguna jasa dengan ramah dan sopan demi 
kenvamanan bersama. 
Proposisi Minor 4; 
Pemungutan PNBP rutin di pertanggung i aw abkan 
setiap bulan atau kapanpun pada saat dipcrlukan. 
Kesalahan penagihan mungkin terjadi karena 
lemahnva sistem verifikasi data tagihan. 
Proposisi Minor 5 : 
Pelayanan yang dilakukan olch Kantor KSOP Kelas 
IV Kumai secara sederhana dan mudah dianggap oleh 
para pcn1•ouna iasa, sistem birokrasi vang kaku serta .. 
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sistem pembayaran non tunai ini malah mempersulit 
mereka karena mereka harus menyediakan 'h'aktu 
khusus menunggu disposisi pimpinan dan kemudian 
harus antri di bank untuk menvetorkan PNBP. 
Proposisi Minor 6 : 
Pihak Kantor KSOP Kelas IV Kumai telah berupaya 
untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para 
pengguna jasa. Namun pengguna jasa berharap bisa 
mcnyampaikan Jangsung keluhan, saran dan kritik 
anabila ada disediakan call center 
Proposisi Minor 7 : 
Pengguna jasa sudah merasa cukup puas dengan 
pelayanan petugas pemungut PNBP pad a Kantor 
KSOP Ke las IV Ku1nai. Responsif para petugas 
terhadap kc\.vajiban para pengguna jasa dirasa sangat 
membantu pengguna J3Sa dalam pelaksanaan 
pemungutan PNBP. 

Proposisi Minor 8 : 
Dalam pemungutan PNBP ada 2 (dua) item yang harus 
dilengkapi oleh pengguna jasa yaitu: Permohonan Jasa 
Kepelabuhanan. kedua penerbitan no ta tagihan 
Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan (PUJK). 
Apabila kedua hal ini terpenuhi maka baru dibuat 
billing untuk bukti setor ke bank. Hal ini scsuai dengan 
peraturan bahv.,ra tidak adanya permohonan Jasa 
kenelabuhan dan nota taQihan PUJK dan billin;:r untuk 
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bukti sctor ke bank, maka proses pemungutan tidak 
dilaksanakan 

2 Akuntabilitas Proposisi Minor 1 : 
PNBP: Pemungutan PNBP harus digertanggungja\vabkan 

setiaQ bu Ian secara administratif oleh bendahara 
penerimaan kepada Kepala Kantor KSOP Kelas IV 
Kumai. 
Proposisi Minor 2 : Pemungutan di Kantor Kesyahbandaran dan 
Pemungutan PNBP pada Kantor KSOP Kelas IV Otoritas Pelabuhan Ke las IV Kumai sud ah 
Kumai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dipcrtanggungjav.'abkan secara administratif, 
{Akuntabilitas legal). Bagi petugas yang melalaikan pemungutan PNBP di Kantor Kesyahbandaran 
tugasnya diberikan sanksi berupa teguran ataupun dan Otoritas Pelabuhan Kelas JV Kumai sudah 
hukuman disiplin. Praktek korupsi tidak mungkin ~ sesuai dengan peraturan yang berlaku. dengan 
terjadi dengan dilaksanakannya sistcm pembayaran sitem pembayaran non tunai tidak ada praktek 
non tunai. korupsi. Pemungutan PNBP diatur berdasarkan 
Proposisi Minor 3 : hasil keputusan politik. Pcningkatan kompetensi 
Akuntabilitas politik pemungutan PNBP telah diatur petugas pemungut PNBP dilakukan agar 
oleh keputusan politik. Aturan terse but harus menghasilkan petugas yang profesional 
dilaksanakan dengan baik oleh para pcngelola PNBP dibidangnya. Dal am pelaksanaan pelayanan 
karcna setiap penyimpangan 1ne1npunyai konsckuensi pemungutan PNBP perilaku sikap sopan dan 
hukum. santun sang at dibutuhkan sehingga ter:ialin 
Proposisi Minor 4: hubungan yang baik antar pemungut PNBP dan 
Upaya akuntabilitas profesional dengan peningkatan pengguna jasa kepelabuhanan 
kompetensi petugas pemungut PNBP dilakukan 
melalui pendidikan dan pelatihan. dengan demikian 
profesionalitas mercka scmakin meningkat sehingga 
pihak oenvvuna iasa merasa puas. 
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Proposisi Minor 5 : 
Akuntabilitas moral melalui perilaku so pan harus 
dimiliki petugas pemungut PNBP agar terjalin 
hubungan baik antara pihak pemungut dan pengguna 
jasa yang juga akan mempengaruhi hasil kerja yaitu 
has ii oemune:utan PNBP. 

3 Faktor Pctugas pengelola PNBP memiliki kompetensi Pcntingnya kompetensi bagi petugas pengelola 
Pendukung: dibidangnya. adanya mesin EDC dapat mempcrmudah PNBP, solusi yang diberikan oleh pihak Kantor 

pengguna J3Sa melakukan transaksi. dengan KSOP Kc las IV Kumai dalam pembayaran 
diadakannya sosialisasi terkait PNBP dan PNBP menggunakan mesin EDC. 
dibagikannya peraturan tentang PNBP dapat membatu 
oenoouna iasa melaksanakan kev,.:aiibannva. 

4 Faktor Faktor penghambat untuk pelaksanaan Pemungutan Pcnghambat pemungutan PNBP di Kantor KSOP 
Penghambat: PNBP dari internal nlaupun ekstemal yaitu pada Kclas IV Kumai adalah waktu yang diluar jan1 

\.vaktu libur, pada 1nalam hari dan dini hari. kerja kantor dan hari lubur. 

43878.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



A.SJMPULAN 

BABY 

SJMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan lemuan penelitian yang diuraikan pada Bab 

sebelumnya, maka penulis membuat beberapa kcsimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur pemungutan PNBP di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas IV Kumai sudah dilakukan secara transparan, serta 

dengan mekanisme dilaksanakan efektif dan cfisicn. Sistem pembayaran 

non tunai bagi pihak pctugas dirasakan lehih praktis, tetapi bagi 

pengguna jasa ada kcsulitan atau kendala ditinjau dari sisi waktu 

pembayaran yang dilakukan pada hari libur, bahkan malam hari dan 

dinihari. Sccara umum petugas pemungut PNBP sudah memiliki 

kompetensi dan bekerja secara profcsional, mclayani dengan sopan dan 

ramah, memiliki tanggung jawab yang tinggi. hekerja tepat waktu. 

Proses komunikasi antara petugas dengan pengguna jasa berharap 

disediakan sistem call center. Para pctugas mcmiliki sikap tanggap yang 

tinggi, sehingga para pengguna jasa merasa puas dalam pelayanan. 

Tcrdapat 2 (dua) item kelengk.apan yang harus dilengkapi oleh pengguna 

jasa yaitu: Pennohonanjasa kepelabuhan, kedua penerbitan nota tagihan 

Penerimaan Uang Jasa Kepelahuhanan (PUJK) dan apahila kedua ha! ini 

tidak ada 1naka proses pe1nungutan tidak bisa dilaksanakan. 

2. Pemungutan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 

IV Kumai sudah dipertanggungjawabkan secara administratif, 
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pemungutan PNBP di Kantor Kcsyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

Kelas IV Kurnai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan 

sitcm pembayaran non tunai tidak ada praktek korupsi. Pemungutan 

PNBP diatur berdasarkan hasil keputusan politik. Pcningkatan 

kompetensi petugas pemungut PNBP dilakukan agar menghasilkan 

pctugas yang profesional dibidangnya. Dalam pelaksanaan pelayanan 

pcmungutan PNBP perilaku sikap sopan dan santun sangat dibutuhkan 

sehingga terjalin hubungan yang baik antar pemungut PNBP dan 

pcngguna jasa kcpclabuhanan. 

3. Faktor pendukung dalam pclaksanaan pcmungutan PNBP di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai adalah 

kompctcnsi pctugas pcngelola PNBP scrta pcnggunaan mcsin EDC 

untuk mempennudah transaksi pembayaran. 

4. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PNBP di Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ku1nai adalah 

pelaksanaan Pemungutan PNBP yang dilakukan pada waktu hari libur, 

pada malam hari dan dini hari dikarcnakan kcgiatan yang dilakukan 

pengguna jasa kepelahuhan pada waktu-waktu tersebut sehingga tidak 

dapat dilakukan pcnyetoran PNBP ke Bank yang ditunjuk sebagai 

penerima PNBP. 
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B. SARAN 

I. Bcrkaitan dcngan Prosedur pemungutan PNBP pada Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai dapat diajukan 

beberapa saran, meliputi: (I) kepada para petugas pemungutan PNBP agar 

sclalu mcningkatkan ketelitian serta kecermatan didalam melakukan 

verifikasi terkait administrasi pembayaran dari para pengguna jasa. (2). 

Disamping hal tersebut, untuk menampung kritik, saran, keluhan para 

pcngguna jasa yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas layanan 

dimasa yang akan datang, perlu juga dibuat media atau tempat khusus 

seperti call center atau dalam bentuk live chat sehingga terbangun 

sentuhan komunikasi pcrsonal-tradisional dalam kcmasan teknologi 

informatika (e-sen'ice) dengan demikian komunikasi personal menjadi 

lebih efektif dan masyarakat merasa lebih terlibat (partisipasi masyarakat) 

2. Sehubungan dengan adanya kendala yaitu pelaksanaan pembayaran yang 

sering tidak sesuai dengan jam kerja bank tempat pembayaran untuk para 

pengguna jasa, sehingga praktek pembayaran dilakukan pada malam hari, 

atau dini hari, maka pcrlu dipertimbangkan kemungkinan untuk membuat 

kebijakan baru, diantaranya: (I) menerapkan sistem pembayaran dengan 

ATM Banking yang dapat dioperasikan 24 jam. Dengan sistem seperti ini, 

maka waktu pe1nbayaran dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam, (2) 

memanfaatkan sistem teknologi infonnasi yang mcmiliki akurasi tinggi 

untuk menciptakan interaksi dan ko1nunikasi antara para pengguna jasa 

dengan aparat pclabuhan. Dengan cara ini. baik kebcrangkatan maupun 
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kedatangan kapal dapat dipastikan secara akurat, schingga 1nemungkinkan 

pembayaran dapat dilakukan lcbih awal atau sesuai denganjam kerja bank 

tempat pembayaran. atau tidak pcrlu menunggu waktu kapal datang atau 

kapal berangkat, maka proses pelayanan dapat dilaksanakan selain secara 

tepat sasar namun juga memberikan kcuntungan ekonomi dan sosial baik 

bagi pemerintah maupun masyarakat pc1nbayar pungutan. 
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Su1nber lain : 

Peraturan Pe1nerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tantang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Kementerian Perhubungan 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 77 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut. 
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Wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha Kantor KSOP Kclas IV Kumai 
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Wawancara dengan Bendahara Penerimaan Kantor KSOP Kclas IV Kumai 

43878.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Wawancara dcngan Petugas Pengelola PNBP Kantor KSOP Kelas IV Kumai 
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Wawancara dengan Pengguna Jasa (PT. USDA Seroja Jaya) 
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Wawancara dengan Pengguna Jasa (PT. WUS) 
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Wawancara dengan Pengguna Jasa (PT.HSL) 
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